
Bobot Jawaban Nilai % Keterangan Catatan Evaluator Pendahuluan
A. 60 58,61 97,68%

I. 30 29,16 97,20%
01.00 4 4 100,00%

i Penyusunan Tim Kerja 0,5 0,5 100,00%
12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk 
melakukan pembangunan Zona Integritas

YA 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan tim untuk melakukan 
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2025 dengan menetapkan 
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 57/KPT.W28.U/OT1.2/I/2025 
tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan 
WBBM pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Seiring dengan adanya Mutasi Hakim dan 
Pegawai, Pengadilan Tinggi Maluku Utara melakukan beberapa kali perubahan Tim 
Pembangunan ZI. SK Terakhir diperbaharui pada tanggal 4 Maret 2026, SK KPT Nomor 
398/KPT.W28.U/OT1.2/III/2026. Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/1DjblNCM0o9Q9IBt5vOkx3zYPvi_iPacA?usp=d
rive_link

Sudah memadai, dikarenakan sudah 
sesuai dengan bukti data dukung yang 
dilampirkan

12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui 
prosedur/mekanisme yang jelas

A 1 Penetapan anggota tim pembangunan zona integritas dipilih melalui 
prosedur/mekanisme yang jelas dengan Melihat rekam jejak calon anggota tim untuk 
mewujudkan pembangunan zona integritas yang baik serta melibatkan semua unsur 
dalam unit kerja dimulai dari Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi, Panitera, 
Sekretaris, Panitera Muda, Kabag, Panitera Pengganti, Kasubbag, Staf Kepaniteraan 
dan Staf Kesekretariatan dengan mempertimbangkan rekam jejaknya sebagai upaya 
terjaminnya pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang kredibel dan 
bertanggung jawab . Setiap ada Hakim atau Pegawai yang mutasi, Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara melakukan perubahan SK Tim Pembangunan Zona Integritas dengan 
memperhatikan prosedur penentuan anggota tim. Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/10oVt0SjM8RuhAeg_DTz1VHwv7z8BG_8e?usp
=drive_link

Catatan Badilum: - Tambahkan dengan 
SK terkait syarat dan mekanisme 
penetapan tim kerja pembangunan ZI;

ii Rencana Pembangunan Zona Integritas 1 1 100,00%
12a. Terdapat dokumen rencana kerja 
pembangunan Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM

YA 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah menetapkan rencana kerja pembangunan zona 
integritas menuju WBK/WBBM selama 1 (satu) tahun kedepan yang berisi Rencana 
Aksi dan Jadwal Kegiatan Rencana Aksi sebagai acuan setiap area dalam mewujudkan 
WBK dan WBBM. Berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara Nomor 1/KPT.W28-U/OT1.2/I/2025 tentang Penetapan Rencana Kerja 
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara. Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/13pFzWA86cdXto6Jy3UaMsb7sMTZ0Gb5G?us
p=drive_link

Sudah memadai, dikarenakan sudah 
sesuai dengan bukti data dukung yang 
dilampirkan

12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat 
target-target prioritas yang relevan dengan tujuan 
pembangunan WBK/WBBM

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan target-target prioritas yang relevan 
dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mulai dari Area 
Manajemen Perubahan sampai dengan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 
Adapun Bukti Dukungnya berupa Rencana Kerja/Aksi Pembangunan Zona Integritas 
dan Target Capaian Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara Tahun 2025 pada tanggal 2 Januari 2025 dan telah diperbarui pada Tahun 2026 
pada tanggal 2 Januari 2026. Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/1uiuLVibjZlg_CozgTZAQMLfMoFLjah7h?usp=dri
ve_link

upload evidence di dalam google drive 
dan keterangan dan masukan link google 
drive di dalam keterangan, keterangan 
tidak boleh kosong Catatan Badilum: - 
agar Target prioritas berkaitan dengan isu 
strategis/permasalahan PT Maluku Utara, 
dan juga fokus evaluasi Pembangunan 
Zona Integritas, yaitu penguatan 
akuntabilitas, peningkatan pelayanan 
publik dan pengawasan termasuk 
pengendalian gratifikasi.

12c. Terdapat mekanisme atau media untuk 
mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara senantiasa selalu mensosialisasikan Pembangunan 
Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara berkala baik di Internal maupun Eksternal. 
Adapun Bukti Dukung berupa : Rapat Evaluasi Kinerja yang membhas terkait 
Pembangunan Zona Integritas, Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas melalui 
Sosial Media seperti Website, Instagram, public campaign, dll, Kegiatan Apel yang 
dilaksanakan setiap Senin Pagi dan Jum'at Sore serta Kegiatan Kerohanian seperti 
Pengajian Rutin setiap Malam Kamis, Maulid Nabi dan Isra Mir'aj. Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/1lXPU-
dexDzLeVHwBW2IMWEd3LGsZx4sd?usp=drive_link

upload evidence di dalam google drive 
dan keterangan dan masukan link google 
drive di dalam keterangan, keterangan 
tidak boleh kosong evidance yang ada 
hanya kegiatan external tidak ada 
kegiatan internal

iii Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 
WBK/WBBM

1 1 100,00%

12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah 
dilaksanakan sesuai dengan rencana

A 1 Seluruh kegiatan pembangunan ZI telah dilaksanakan sesuai dengan rencana masing-
masing area yang telah dibuat. Kemudian masing-masing area dan Ketua 
Pembangunan ZI melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja 
masing-masing area pembangunan Zona Integritas setiap bulan melalui rapat. Adapun 
Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi yang dibuat oleh Ketua Pembangunan ZI dan 
diketahui oleh Pembina Pembangunan ZI Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/19AA3DXQ-
nVHFhx7PlkNynAELPX22IB2j?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan dokumen 
Monev seluruh area terkait Pelaksanaan 
Kegiatan Pembangunan Zona Integritas 
yang melibatkan Pimpinan dilakukan 
secara berkala sesuai dengan rencana.

12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap 
pembangunan Zona Integritas

A 1 Monitoring dan evaluasi masing-masing area dilakukan secara konsisten setiap bulan 
oleh seluruh area Tim ZI Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/1v5Bo-4z5cbDEHE0zp0DWQdMJhhgKry-
Q?usp=sharing

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan Zona Integritas (Undangan 
Monev, Daftar Hadir Monev dan Data 
Dukung (Bukti) yang melibatkan 
Pimpinan secara berkala.

12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah 
ditindaklanjuti

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menindaklanjuti hasil monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM setiap bulannya. Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/1nrXo_ut6NZdZL2_zKZPSUZQr0fWnkn8M?usp
=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan Zona Integritas, berupa 
Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev untuk 
semua area secara keseluruhan. 
(UndanganMonev, Daftar Hadir Monev 
dan Data Dukung (Bukti) tindak lanjut 
tersebut yang melibatkan Pimpinan 
secara berkala.

Manajemen Perubahan

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
Tahun : 2026
PENILAIAN

PENGUNGKIT (60)
PEMENUHAN (30)



iv Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1,5 1,5 100,00%
12a. Pimpinan berperan sebagai role model 
dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM

YA 1 KPT sebagai pimpinan tertinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berperan 
aktif sebagai Role Model dalam pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. 
Adapun Bukti dukungnya Tahun 2025 berupa: Rekapitulasi Absensi KPT pada Aplikasi 
SIKEP pada Tahun 2025, Daftar Riwayat Hidup Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, 
Surat Keputusan Role Model KPT, Foto Aksi/Kegiatan yang dilakukan oleh KPT sebagai 
Role Model. Tahun 2026 berupa Surat Keputusan Role Model KPT, Daftar Riwayat 
Hidup Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Foto Aksi/Kegiatan yang dilakukan oleh 
KPT sebagai Role Model. Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/1niT7N3JRp4Dqg6_FePRtl_O-
nXHm2Wcm?usp=drive_link

Lampirkan eviden yang menggambarkan 
bahwa pimpinan berperan dalam 
memberikan contoh pada setiap kegiatan 
peningkatan kinerja, etik dan nilai 
organisasi Catatan Badilum: Tambahkan 
Dokumen Bukti Pimpinan berperan 
sebagai Role Model (Pimpinan berperan 
aktif sebagai role model dan memberikan 
nilai-nilai positif pada organisasi dalam 
pelaksanaan pembangunan WBBM): - 
Kedisiplinan Pimpinan dibuktikan dengan 
dokumen Kehadiran Tepat Waktu; - 
Integritas Pimpinan dibuktikan dengan 
Pimpinan tidak sedang menjalani 
pemeriksaan kasus terkait pelanggaran 
disiplin dan Kode Etik Perilaku dan/atau 
sedang menjalani Hukuman Disiplin.

12b. Sudah ditetapkan agen perubahan A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan agen perubahan sesuai dengan 
Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang 
Pembaharuan Pedoman Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di lingkungan 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja dibawahnya. Pengadilan 
Tinggi Maluku Utara telah menetapkan 1 agen perubahan dalam satu tahun. Periode 
Agen Perubahan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah 
Maret 2025 sampai dengan Februari 2026. Pada Tahun 2026 telah ditetapkan 1 agen 
perubahan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara periode April 2026 sampai dengan 
Maret 2027. Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/1AMV1VSRzFKDhHlBSRTw2FzPqSw-
Z3ln5?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Pastikan tidak 
kesalahan penulisan, dalam Surat 
Udangan tertulis hari/tanggal kegiatan 
Selasa, 28 April 2025 sedangkan dalam 
notulen Rabu, 28 April 2026

12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di 
lingkungan organisasi

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara terus melaksanakan pembangunan budaya kerja dan 
pola pikir di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara diantaranya dengan 
menerapakan Jam Kerja, Pakaian Dinas, Rekap Absen Pegawai, Pemberian Reward 
dan Punishment serta melakukan Sosialisasi Restorative Justice, Pelayanan Prima, 
Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing System, Perma 6, 7, dan 8 Tahun 2016, 
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, Core Value ASN, pada Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara. Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/1IsPjKoL1uTN2FI2msnQ5dFFcLOK1b_J8?usp=
drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
Pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Sosialisasi/ 
Kegiatan sejenis lainnya dalam rangka 
penguatan budaya kerja anti KKN, anti 
gratifikasi dan peningkatan integritas 
serta pola pikir berorientasi peningkatan 
kinerja dan pelayanan prima (Surat 
Undangan, Daftar Hadir, Notula dan Foto 
Kegiatan)

12d. Anggota organisasi terlibat dalam 
pembangunan Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM

A 1 Seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara terlibat dalam 
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tanpa terkecuali. Keterlibatan 
seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dimulai dari 
pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI, Penetapan Rencana Kerja/Aksi sampai 
dengan pelaksanaan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI. 
Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/1ND25msVqeYwlE06jrmDp3yRqiRpHE2v5?usp
=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan dokumen 
baik tahap pada perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 
serta tindak lanjut hasil evaluasi 
pembangunan zona integritas.(Surat 
Undangan, Daftar Hadir, Notula dan Foto 
Kegiatan pembangunan zona integritas)

02.00 3,5 2,72 77,71%
i Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan 

Utama
1 0,72 72,33%

12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis 
instansi

B 0,67 Seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara 
telah disusun dan diselaraskan secara menyeluruh dengan mengacu pada Peta 
Proses Bisnis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
(Dirjen Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Eviden Dokumen: 1. Dokumen 
Peta Proses Bisnis Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2. Dokumen SOP Kepaniteraan 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah diselaraskan dengan Peta Proses Bisnis. 3. 
Dokumen SOP Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah 
diselaraskan dengan Peta Proses Bisnis. Berikut link evidencenya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_rmSNwloov8NP32dUTsAj0_-
5G2OmBFo?usp=sharing

12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah 
diterapkan

B 0,75 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah secara konsisten menerapkan seluruh Prosedur 
Operasional Tetap (SOP) yang ditetapkan oleh organisasi di setiap unit kerja, baik 
pada bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Guna memastikan implementasi 
berjalan optimal, berkekuatan hukum, dan dipahami oleh seluruh aparatur peradilan, 
pimpinan telah menetapkan pemberlakuan SOP Kepaniteraan 2026 secara resmi 
melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 
419/KPT.W28.U/OT1.2/IV2026 dan SOP Kesekretariatan 2026 melalui Surat 
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 
461/KPT.W28.U/OT1.2/III2026. Eviden Dokumen: 1. SOP Kepaniteraan Tahun 2025 
dan 2026 2. SOP Kesekretariatan Tahun 2025 dan 2026 3. SK Pemberlakuan SOP 
Kepaniteraan Tahun 2025 dan 2026 4. SK Pemberlakuan SOP Kesekretariatan Tahun 
2025 dan 2026 5. Uji Petik Penerapan SOP pada Perkara Tahun 2025 dan 2026 6. 
Daftar Rekapitulasi Prosedur Operasional Tetap Bagian Kepaniteraan 7. Daftar 
Rekapitulasi Prosedur Operasional Tetap Bagian Kesekretariatan Berikut link 
evidencenya: https://drive.google.com/drive/folders/105gACdh2gPdrL-
ksoMt29nXXDyzIXGHl?usp=sharing

Catatan Badilum: - Tambahkan Daftar 
(Rekapitulasi) Prosedur Operasional 
Tetap dilengkapi dengan keterangan 
Nomor SK Penerapan SOP, status hasil 
reviu/evaluasi SOP dan revisinya. - 
Tambahkan bukti implementasi eviden 
seperti: Screenshot penggunaan SOP di 
layanan, Foto petugas menjalankan SOP, 
Checklist kepatuhan SOP, 
Monitoring/evaluasi SOP, Hasil audit 
internal.

12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah 
dievaluasi

B 0,75 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 
penerapan Prosedur Operasional Tetap (SOP) instansi. Evaluasi ini dilakukan guna 
menilai relevansi, efektivitas, serta keselarasan SOP dengan perkembangan 
kebijakan, kebutuhan organisasi, maupun kendala yang ditemukan di lapangan. Hasil 
dari evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan, pembaruan, 
atau penyempurnaan prosedur demi peningkatan mutu pelayanan publik dan 
administrasi peradilan. Eviden Dokumen: 1. Dokumen Monitoring Dan Evaluasi SOP 2. 
Dokumen Reviu SOP 3. SK Pembentukan Tim Reviu SOP 4. Daftar Rekapitulasi 
Prosedur Operasional Tetap Bagian Kepaniteraan 5. Daftar Rekapitulasi Prosedur 
Operasional Tetap Bagian Kesekretariatan Berikut link evidencenya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1rL3mFwc7JL6p-
jV0qviAt_PLVinnzf25?usp=sharing

Catatan Badilum: - Tambahkan Daftar 
(Rekapitulasi) Prosedur Operasional 
Tetap dilengkapi dengan keterangan 
Nomor SK Penerapan SOP, status hasil 
reviu/evaluasi SOP dan revisinya. - 
Tambahkan dalam monev TLHP: (Kolom 
temuan, Kolom rekomendasi, Kolom 
tindak lanjut, Bukti perubahan setelah 
monev);

ii Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2 1,5 75,00%

Penataan Tatalaksana



12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah 
menggunakan teknologi informasi

B 0,5 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengimplementasikan sistem pengukuran 
kinerja organisasi secara modern dengan memanfaatkan berbagai platform teknologi 
informasi dan aplikasi digital yang terintegrasi secara nasional. Pemanfaatan sistem 
berbasis elektronik ini dilakukan untuk menjamin keakuratan, transparansi, serta 
kecepatan dalam pelaporan dan evaluasi capaian kinerja berkala pada setiap unit 
kerja, baik di bagian teknis peradilan maupun administrasi kesekretariatan. Adapun 
sistem informasi yang aktif digunakan dalam mendukung pengukuran kinerja meliputi: 
1. SIPP Banding, untuk pengukuran dan pemantauan penanganan perkara tingkat 
banding. 2. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) Mahkamah Agung RI, untuk 
manajemen dan penilaian kinerja aparatur. 3. SIPAPU Badilum, dalam pelaporan 
capaian administrasi peradilan umum. 4. Aplikasi E-SAKIP Kemenpan RB, untuk 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5. Aplikasi E-BIMA, E-IPLANS, dan E-
SADEWA Mahkamah Agung RI, untuk integrasi pengukuran kinerja di bidang 
perencanaan, anggaran, pemantauan keuangan, serta pengelolaan aset. Dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak hanya 
mengandalkan aplikasi terpusat, melainkan juga menciptakan inovasi mandiri yang 
inklusif melalui Aplikasi E-Difa (Aplikasi Pelayanan Khusus Penyandang Disabilitas). 
Dampak dan Manfaat Inovasi: Aplikasi E-Difa memberikan dampak nyata berupa 
jaminan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas dalam 
mendapatkan informasi dan layanan hukum. Manfaat utamanya adalah menghapus 
hambatan komunikasi dan fisik, memastikan pemenuhan hak-hak kelompok rentan, 
serta mewujudkan pelayanan peradilan yang prima, nondiskriminatif, dan berkeadilan 
di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Perubahan yang Terjadi (Sebelum 
vs Sesudah Inovasi): Sebelum adanya Aplikasi E-Difa: Proses pelayanan bagi 
masyarakat penyandang disabilitas masih dilakukan secara konvensional, di mana 
petugas harus melakukan asistensi manual secara penuh tanpa dukungan sistem 
yang terstruktur, sehingga waktu pelayanan menjadi kurang efisien dan akses 
informasi bagi kaum difabel masih terbatas. Setelah adanya Aplikasi E-Difa: Terjadi 
perubahan paradigma pelayanan yang signifikan menjadi lebih modern dan adaptif. 
Sistem pelayanan kini telah terdigitalisasi secara inklusif melalui menu khusus 
disabilitas, sehingga pemohon dari kelompok rentan dapat mengakses layanan 

Catatan Badilum: - Tambahkan Daftar 
(Rekapitulasi) dan capture/tangkapan 
layar dashboard (tambahkan PTSP+ dan 
Komdanas) - Jika ada inovasi jelaskan 
narasi dampak manfaatnya apa, 
perubahan apa yang terjadi.

12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah 
menggunakan teknologi informasi

B 0,5 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah memanfaatkan hasil pengukuran kinerja individu 
aparatur peradilan secara nyata dan terintegrasi melalui Sistem Informasi 
Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI sebagai dasar dalam pengelolaan 
manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Data capaian kinerja elektronik yang 
terekam dalam sistem informasi tersebut menjadi instrumen utama pimpinan dalam 
melakukan pemetaan kompetensi, evaluasi kedisiplinan, serta penentuan pemberian 
penghargaan (reward) maupun penjatuhan sanksi (punishment) administratif bagi 
seluruh pegawai secara transparan dan objektif. Eviden Dokumen: 1. Capture Aplikasi 
Manajemen SDM 2. Daftar Rekapitulasi Aplikasi Bidang Manajemen SDM Berikut link 
evidencenya: https://drive.google.com/drive/folders/1BHQuf5fDqV5EQv7GxPW5FS-
drmGB55qz?usp=sharing

Catatan Badilum: - Tambahkan Daftar 
(Rekapitulasi) dan capture/tangkapan 
layar dashboard (tambahkan PTSP+ dan 
Komdanas); - Belum ada narasi dampak. 
Screenshot saja belum cukup, harus 
dijelaskan: manfaatnya apa, perubahan 
apa yang terjadi; - Jika ada inovasi 
jelaskan narasi dampak manfaatnya apa, 
perubahan apa yang terjadi.

12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah 
menggunakan teknologi informasi

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menyelenggarakan pelayanan publik yang 
modern dengan mengimplementasikan teknologi informasi, baik berupa aplikasi 
pelayanan terpusat maupun aplikasi mandiri. Selain menggunakan sistem pelayanan 
utama, Pengadilan TInggi Maluku Utara juga telah menciptakan inovasi pelayanan 
publik yang inklusif melalui penyediaan Aplikasi E-Difa, yaitu sebuah inovasi aplikasi 
pelayanan khusus yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi 
masyarakat penyandang disabilitas demi mewujudkan pelayanan peradilan yang 
prima dan berkeadilan. Eviden Dokumen: 1. Capture Aplikasi Pelayanan Publik. 2. 
Dokumen panduan penggunaan, dokumentasi sistem, dan implementasi nyata Inovasi 
E-Difa (Aplikasi Pelayanan untuk Disabilitas) di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara. 3. Perma Nomor 8 Tahun 2022 (Pemberlakukan Aplikasi E Berpadu) 4. 
Rekapitulasi Pendaftaran E-Difabel Pengadilan Tinggi Maluku Utara Berikut link 
evidencenya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1c5mwMLzplJxVHm7byUDUGqTXb5bcJdpu?us
p=sharing

Catatan Badilum: - Tambahkan capture 
SIWAS dan Medos seperti IG/FB - 
Tambahkan SK pemberlakuan E-berpadu 
dan SK Pemberlakuan Inovasi (update) - 
Buatkan grafik/statistik pengguna inovasi 
dan waktu penyelesaiannya

12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi 
terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam 
pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, 
dan pemberian layanan kepada publik

A 1 Bahwa dalam pemanfaatan TI dalam pengukuran kinerja, Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara dalam hal ini Ketua telah menerbitkan Tim Media Informasi dan Tim 
Pengembangan Inovasi yang dimana salah satu tugas dari tim tersebut melaksanakan 
monitoring evaluasi atas inovasi yang digunakan. Eviden Pendukung : 1. Monev 
Pemanfaatan TI Dalam Pengukuran Kinerja Unit, Operasionalisasi SDM, Dan 
Pemberian Pelayanan Kepada Publik 2. Monev Pengelolaan Website 3. Tindak Lanjut 
Monev Pemanfaatan TI Berikut Evidennya : 
https://drive.google.com/drive/folders/1UjkFIBX1scSgBIE2pGy5jAvQYuZePAbS?usp=s
haring

Sebaiknya dilampirkan juga monev di 
tahun 2026 Catatan Badilum: - Lampirkan 
Laporan Monitoring dan Evaluasi dan 
Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring 
dan Evaluasi beserta bukti tindak lanjut 
tersebut.

iii Keterbukaan Informasi Publik 0,5 0,5 100,00%
12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi 
publik telah diterapkan

A 1 Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan Pejabat Pengelola 
Informasi Publik (PPID) dan dalam hal ini selaku atasan PPID dan sudah menerapkan 
Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui Sosialisasi Eksternal dan 
Internal SK KMA 2-144 tentang standar pelayanan informasi publik di Pengadilan, 
selain itu untuk mendapatkan informasi pelayanan publik tersedia meja PPID di ruang 
PTSP selain itu juga PPID telah menpublis seluruh informasi yang dapat diakses secara 
mutakhir dan lengkap; dibuktikan dengan dokumen foto-foto pelayanan terhadap 
masyarakat yang membutuhkan informasi dan screnshoot informasi-informasi pada 
website. Eviden Dokumen: 1. SK PPID 2025 dan 2026 2. SK Daftar Informasi Publik 
2025 dan 2026 3. Daftar Informasi Semester 1 Tahun 2026 4. Rapat Keterbukaan 
Informasi Publik Semester 1 2026 5. Publikasi DIP Semester I Tahun 2026 di Website 
Berikut link data dukungnya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1cjeU7PHK7C3q3Tqu5aXYHYYT05XlycPx?usp=
sharing

Agar dilampirkan SK PPID dan Daftar 
Informasi Publik Tahun 2026 Catatan 
Badilum: - Lampirkan Dokumen Kegiatan 
Sosialisasi Kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik Tahun 2026 (Surat 
Undangan, Daftar Hadir, Notula dan Foto)

12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi 
publik

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara konsisten telah melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, dibuktikan dengan 
dokumen monev. Eviden Dokumen : 1. Laporan Monev Meja Informasi Tahun 2025 dan 
2026 pada PT Maluku Utara 2. Tindak Lanjut Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan keterbukaan informasi publik 3. Laporan Tahunan Pertanggungjawaban 
Informasi pada PT Maluku Utara 4. Dokumentasi Pembinaan oleh Panmud Hukum 
pada PT Maluku Utara Berikut data dukungnya : 
https://drive.google.com/drive/folders/1Bxpo8CaLDihcmcftxjbjrU1dscK8GQ8p?usp=s
haring

1. Monev belum dilakukan secara berkala 
dan ditindaklanjuti 2. Keterangan pada 
penjelasan jawaban tidak sinkron 
Catatan Badilum: - Eviden yang 
dilampirkan belum sesuai; - Lampirkan 
Laporan Monitoring dan Evaluasi dan 
Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring 
dan Evaluasi atas implementasi 
Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik 
beserta bukti tindak lanjut tersebut 
secara berkala.



03.00 5 5 100,00%
i Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan 

Kebutuhan Organisasi
0,25 0,25 100,00%

12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit 
kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil 
analisis beban kerja untuk masing-masing 
jabatan

YA 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan SK 
yang diterbitkan Ketua Pengadilan Tinggi tentang Tim Penyusun Analisis Jabatan 
(Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Ketua Tim dan para anggota telah menyusun 
Peta Jabatan, Laporan Anjab dan ABK. Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1C4CClAR6uQamb424dEuThTDcg8og98zq?us
p=sharing

Agar dilampirkan Peta Jabatan Catatan 
Badilum: - Lampirkan dokumen Anjab dan 
ABK Tahun 2025 dan Tahun 2026 
(menjelaskan rasio dengan beban kerja 
dan kualifikasi pendidikan)

12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni 
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah 
disusun per jabatan

A 1 Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai 
yang telah disusun per jabatan dan Hasil rekrutmen CPNS pada Mahkamah Agung 
yang ditempatkan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara diberdayakan pada unit kerja 
sesuai dengan kebutuhan pegawai pada satuan kerja yang selaras dengan kompetensi 
pegawai yang dibuktikan dengan dokumen Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) 
dan SK Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tentang Penetapan Penempatan Pejabat 
Fungsional dan Staf Pelaksana Pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan 
Tinggi Maluku Utara. Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ms8fOPw-
fnEoa8wIyc2KRxurwKipSlNc?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan rencana 
kebutuhan pegawai telah disampaikan ke 
Biro Kepegawaian BUA MA RI secara 
berjenjang (foto/scan bukti pengiriman 
fisik atau elektronik);

12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi 
terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk 
memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi 
telah memberikan perbaikan terhadap kinerja 
unit kerja

YA 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara 
berkala terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memastikan 
kesesuaian beban kerja dan adaptasi tugas. Hasil monev menunjukkan bahwa 
pemenuhan formasi jabatan yang lowong ini terbukti memberikan perbaikan signifikan 
terhadap capaian kinerja unit kerja, di antaranya percepatan penyelesaian 
administrasi perkara, optimalisasi pengelolaan sistem teknologi informasi, serta 
peningkatan kualitas pelayanan publik. Terlampir Laporan Monev Penempatan 
Pegawai, Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1LvY7gO2nOXCwXTNvddFsQToRlv_r-
X3c?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
Laporan Monitoring dan Evaluasi 
terhadap rencana kebutuhan pegawai 
disertai dengan Bukti Tindak Lanjut atas 
Monitoring dan Evaluasi tersebut. (Monev 
yang dilampirkan belum menjelaskan 
hasil dari ABK dan Anjab yang dibuat)

ii Pola Mutasi Internal 0,5 0,5 100,00%
12a. Dalam melakukan pengembangan karier 
pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar 
jabatan

YA 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melaksanakan mutasi pegawai antar-jabatan 
secara berkala sebagai wujud nyata dari pola pengembangan karier dan penyegaran 
organisasi (tour of duty/tour of area). Mutasi internal ini didasarkan pada hasil evaluasi 
kinerja serta kebutuhan organisasi untuk memperluas kompetensi pegawai pada 
berbagai lini tugas, sekaligus memitigasi kejenuhan kerja. Terlampir Surat Keputusan 
(SK) Mutasi Internal, dan usul promosi mutasi, Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/19XCllU7gayRdFnb2IAPa3-
1gRUXJFyxx?usp=drive_link

Catatan Badilum: -Tambahkan dokumen 
Surat Keputusan Pejabat Berwenang 
tentang kebijakan pola mutasi internal

12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar 
jabatan telah memperhatikan kompetensi 
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah 
ditetapkan

A 1 Setiap pelaksanaan mutasi pegawai antar-jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara telah dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan kesesuaian 
kompetensi riil pegawai terhadap standar kompetensi jabatan yang dituju. Proses ini 
secara konsisten mengikuti Pola Mutasi yang telah ditetapkan pusat serta senantiasa 
melalui rapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) untuk menjamin 
objektivitas penempatan, Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1pQ3y6375QWIaibPpNrz4y-
L8ragIv1dZ?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
SK Pola Mutasi, Laporan Kinerja, dan 
Laporan Pelaksanaan Baperjakat 
(Lengkapi Dokumen Undangan, Notulen, 
Daftar Hadir, dan Foto Kegiatan)

12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan 
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

YA 1 Dalam upaya untuk perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah 
melakukan monev terhadap kegiatan mutasi antar jabatan, hal ini menunjukkan 
komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam 
proses mutasi pegawai benar-benar memberikan dampak positif terhadap 
peningkatan kinerja. Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1qrkUkY2WxaQLTVF_ELRXDUAM43gMtA-
0?usp=drive_link

Agar dilampirkan monev kegiatan mutasi 
Catatan Badilum: -Lampirkan Dokumen 
Laporan Monitoring dan Evaluasi 
terhadap Pelaksanaan Mutasi Internal 
(dalam periode pembangunan zona 
integritas) disertai dengan Bukti Tindak 
Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi 
tersebut.

iii Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1,25 1,25 100,00%
12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis 
Untuk pengembangan kompetensi

YA 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melaksanakan Training Need Analysis (TNA) / 
Analisis Kebutuhan Diklat secara berkala untuk memetakan kesenjangan kompetensi 
riil pegawai terhadap standar kompetensi jabatannya. Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1uCn7jPIdahbdNOsueEeK2QQMzlEnQqML?us
p=sharing

Training Need Analysis hanya dibuat 
periode tahun 2025 saja sedangkan untuk 
tahun 2026 agar dibuat juga Catatan 
Badilum: - Lampirkan dokumen Training 
Need Analysis untuk pengembangan 
kompetensi sesuai dengan Peraturan 
Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 untuk 
Tahun 2026 - Lampirkan Dokumen Surat 
Pemberitahuan Pimpinan/Pejabat 
berwenang atas kebutuhan diklat sesuai 
dengan hasil Training Need Analysis 
untuk pengembangan kompetensi;

12b. Dalam menyusun rencana pengembangan 
kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan 
hasil pengelolaan kinerja pegawai

A 1 Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Pengadilan 
Tinggi Maluku Utara telah diintegrasikan secara penuh dengan hasil pengelolaan 
kinerja pegawai (Sasaran Kinerja Pegawai/SKP). Rekomendasi pelatihan atau diklat 
yang diusulkan murni didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja serta analisis 
kesenjangan standar kompetensi individu, guna memastikan program pengembangan 
kapasitas mampu mendongkrak produktivitas kerja secara signifikan. Terlampir 
Dokumen Analisis Pengembangan Kompetensi Pengadilan Tinggi Maluku Utara Berikut 
Link Evidence: https://drive.google.com/drive/folders/1XHU1fArHOuKZ8-
0QB9CG_yed3ixUlVoS?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
Surat Keputusan Pimpinan/Pejabat 
Berwenang tentang rencana 
pengembangan kompetensi pegawai 
dengan mempertimbangkan hasil 
pengelolaan kinerja pegawai tahun 2026 - 
Bukan hanya melampirkan Perka BKN 
namum mebuat dokumen rencana 
pengembangan kompetensi pegawai 
pada PT Maluku Utara.

12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai 
yang ada dengan standar kompetensi yang 
ditetapkan untuk masing-masing jabatan

A 1 Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis kesenjangan (gap analysis) terhadap 
seluruh pemangku jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, persentase 
kesenjangan kompetensi pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang 
ditetapkan berada pada tingkat yang sangat rendah, yaitu di bawah 25%. Hal ini 
membuktikan bahwa mayoritas aparatur telah memenuhi kualifikasi pendidikan, 
pangkat, keahlian teknis, dan sertifikasi yang dipersyaratkan oleh organisasi untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Terlampir Dokumen 
Sasaran Strategis IP ASN, Persentase Kesenjangan Kompetensi PT Maluku Utara 2025 
Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1m1ua92Ted5wqe2c6LGHoBHSXZFUQOkB7?u
sp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
analisa tingkat kesenjangan kompetensi 
pegawai yang ada dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan untuk 
masing-masing jabatan; (Peraturan 
Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011) untuk 
Tahun 2026 - Bukan hanya melampirkan 
Perka BKN namum mebuat dokumen 
tingkat kesenjangan kompetensi pegawai 
pada PT Maluku Utara.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur



12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh 
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 
pengembangan kompetensi lainnya

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjamin pemenuhan hak dan kesempatan bagi 
seluruh pegawai tanpa terkecuali untuk mengikuti diklat maupun program 
pengembangan kompetensi lainnya (baik secara online/e-learning, classical, 
bimbingan teknis, maupun sosialisasi). Satuan kerja secara aktif memfasilitasi dan 
mendorong partisipasi aparatur guna pengembangan kompetensi pegawai. Terlampir 
Sertifikat Keikutsertaan Pegawai. Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ibyn7KGKi4s37mILQCO3k6YFg-
hpQ_kJ?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
Surat Pemberitahuan kepada seluruh 
pegawai terkait diklat yang ada dan 
memberikan kesempatan/hak bagi 
pegawai di satuan Kerja terkait untuk 
mengikuti diklat tersebut maupun 
pengembangan kompetensi lainnya; 
(Usul Diklat/Pelatihan/Bimtek/Training, 
Pemanggilan Peserta Diklat/Pelatihan/ 
Bimtek/Training, Surat Tugas 
Diklat/Pelatihan/ Bimtek/Training)

12e. Dalam pelaksanaan pengembangan 
kompetensi, unit kerja melakukan upaya 
pengembangan kompetensi kepada pegawai 
(seperti pengikutsertaan pada lembaga 
pelatihan, in-house training, coaching, atau 
mentoring)

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara aktif melakukan berbagai upaya 
pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai melalui kombinasi metode yang 
komprehensif. Upaya ini meliputi pengikutsertaan pegawai pada lembaga pelatihan 
resmi (Pusdiklat MA RI), pelaksanaan In-House Training (IHT) internal, serta 
penerapan program coaching dan mentoring oleh atasan langsung guna transfer 
pengetahuan secara berkelanjutan. Terlampir Surat Tugas Pelatihan. Berikut Link 
Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1JvURw3CAzbIHuwea2QeOLKL5tUccz2Qh?us
p=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Daftar 
(rekapitulasi) kegiatan pengembangan 
kompetensi (capacity building/transfer 
knowledge) dalam perode pembangunan 
zona integritas;

12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam 
kaitannya dengan perbaikan kinerja

A 1 Sebagai bentuk kontrol terkait kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, 
Pimpinan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan periode setiap tahun 
terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja dibuktikan 
dengan dokumen kegiatan evaluasi kinerja. Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1jOT_Hm-GV2rG6rL-
BuLWnqFJK2nJbIZq?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
Laporan monitoring dan evaluasi 
terhadap hasil pengembangan 
kompetensi dalam kaitannya dengan 
perbaikan kinerja beserta bukti tindak 
lanjutnya

iv Penetapan Kinerja Individu 2 2 100,00%
12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang 
terkait dengan perjanjian kinerja organisasi

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada awal tahun telah menandatangani Perjanjian 
Kinerja organisasi dengan Ketua Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan 
Tinggi Maluku Utara selanjutnya para Hakim dan ASN juga telah melaksanakan 
penandatangan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas sebagai dasar penyusunan 
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP). Berikut Link 
Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/10rFpDzFMMg09eMA3DAfi9lsrWCp9sQ6r?usp
=drive_link

Catatan Badilum: - Tambahkan Dokumen 
Penjenjangan Kinerja (Cascading Kinerja) 
dari Pimpinan sampai jenjang terendah 
pada satuan kerja;

12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki 
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level 
diatasnya

A 1 Setiap ukuran kinerja individu bagi seluruh aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara telah disusun berdasarkan prinsip logic model yang konsisten, di mana 
indikator kinerja pada level di bawahnya menjadi enabler (pemicu keberhasilan) bagi 
capaian kinerja pada level di atasnya. Penyelarasan vertikal ini memastikan adanya 
hubungan sebab-akibat yang jelas antara output kerja Staf Pelaksana/Fungsional 
dengan target kinerja Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, hingga bermuara 
pada Perjanjian Kinerja JPT/Pimpinan, Terlampir Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai, 
Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ywkzNISraYv6xhznMWxPAtUkFdS1HEef?usp=
drive_link

Catatan Badilum: - Tambahkan Dokumen 
Perjanjian Kinerja Pimpinan dan seluruh 
aparatur Tahun 2025 dan 2026; (PK, SKP 
dan PCK)

12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan 
secara periodik

A 1 Untuk pengukuran kinerja individu, atasan langsung melakukan penilaian kinerja 
bawahan secara periodik. Untuk PKP dilakukan periodik setiap bulan dan untuk SKP 
dilakukan setiap triwulan dan tahunan. Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/16c8BES4iJ3sRJIHHVP2_fHEis8m5kSKM?usp=
drive_link

Catatan Badilum: - Dokumen Laporan 
Hasil Pengukuran Kinerja secara berkala 
(diutamakan berbasis TI); SKP, PKP/ PCK 
Tahun 2025 dan 2026

12d. Hasil penilaian kinerja individu telah 
dijadikan dasar untuk pemberian reward

YA 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerbitkan SK tentang Tim Penilaian 
Pemberian Reward and Punishment bagi Hakim dan ASN selanjutnya tim tersebut 
melakukan assesmen terhadap penilaian kinerja individu setiap tahun sebagai dasar 
pemberian reward yang dibuktikan dengan menerbitkan SK Penetapan 
Reward/Penghargaan Bagi Pegawai Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Berikut Link 
Evidence: https://drive.google.com/drive/folders/10lXXcVG6btoBGTl9LUn-
ULRY6TNP_wD-?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
Evaluasi Kinerja Pegawai/ Pembinaan 
evaluasi kinerja yang akan dijadikan 
dasar untuk pemberian reward (Surat 
Undangan, Daftar Hadir, Notula dan Foto 
Kegiatan);

v Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode 
Perilaku Pegawai

0,75 0,75 100,00%

12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah 
dilaksanakan/diimplementasikan

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui kegiatan rapat berjenjang Pimpinan 
senantiasa memberikan pembinaan terkait integritas/aturan disiplin/kode etik/kode 
perilaku. Laporan kedisiplinan untuk Hakim serta monitoring dan evaluasi Perma 
Nomor 7 dan 8 tahun 2016 dilakukan setiap bulan kemudian Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara sudah menegakkan Dispilin Pegawai yang tidak masuk kantor selama 5 hari 
kerja dan dibuktikan dengan SK Nomor 503/PAN.04/W28-U/KP8.2/III/2025 serta 
teguran tersebut telah melewati teguran lisan pada tahun 2025. Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1gPfCV6PvcjmfUokd4WFQxpfuqugfNIuq?usp=
drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode 
perilaku (surat undangan, daftar hadir, 
notula dan foto kegiatan); - Lampirkan 
Dokumen evaluasi pelaksanaan aturan 
disiplin/kode etik/kode perilaku (laporan 
evaluasi, surat undangan, daftar hadir, 
notula dan foto kegiatan)

vi Sistem Informasi Kepegawaian 0,25 0,25 100,00%
12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah 
dimutakhirkan secara berkala

A 1 Data informasi kepegawaian di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah 
terintegrasi secara digital dan dapat diakses secara mandiri oleh masing-masing 
pegawai melalui akun personal pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI dan SIASN 
BKN. Proses pemutakhiran data dilakukan secara aktif dan seketika (real-time) setiap 
kali terjadi perubahan kedudukan hukum maupun data personal pegawai (seperti 
kenaikan pangkat, KGB, mutasi, diklat, atau perubahan data keluarga). Terlampir 
Dokumen data pegawai dan data pada aplikasi SIKEP Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1QYXKD1kWtvpEdXCj-
vhNB8oqSN7mQ5M6?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Tangkap 
Layar Monitoring Pemutakhiran data 
pegawai pada aplikasi SIKEP selama 
periode pembangunan zona integritas 
tahun 2026;



04.00 5 5 100,00%
i Keterlibatan Pimpinan 2,5 2,5 100,00%

12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara 
langsung pada saat penyusunan perencanaan

A 1 Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara memimpin Rapat Reviu IKU pada awal tahun 
2025 dan bulan Februari memimpin rapat penyusunan Renstra 2025-2029, kemudian 
pada bulan Oktober 2025 dilaksanakanakan rapat reviu Renstra sehubungan dengan 
perubahan Sasaran Indikator Kinerja berdasarkan SK KMA Nomor 
167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik 
Indonesia tahun 2025-2029 dan pada awal tahun 2026 pimpinan terlibat dalam 
penyusunan Baseline tahun 2027. Eviden tahun 2025: 1. Dokumen rapat Reviu IKU 
tahun 2025, 2.Dokumen rapat penyusunan Renstra 2025-2029, 3.Dokumen rapat reviu 
Renstra 2025-2029, 4. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2025, 5. SK Tim Penyusun 
Reviu IKU tahun 2025, 6. SK Tim Penyusun Renstra 2025-2029, 7. RKA-KL DIPA 01 dan 
03. Eviden tahun 2026: 1. Dokumen Rapat Usulan Baseline tahun 2027, 2. RKA-KL 
tahun 2026, 3. Dokumen RKT tahun 2027. Eviden pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1IQc75nihFUBTrcj1uH56AsyzofXenNYU?usp=d
rive_link

Tidak ada data dukung yang 
menggambarkan bahwa pimpinan terlibat 
dalam penyusunan dokumen 
perencanaan. Pada data dukung tahun 
2025 yang dimasukkan adalah dokumen 
perencanaan, sedangkan data dukung 
tahun 2026, yang dimasukkan adalah 
data dukung rapat LKjIP, bukan data 
dukung rapat penyusunan Renstra 2025-
2029, dll

12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung 
pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja

A 1 Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara memimpin Rapat Reviu IKU pada awal tahun 
2025 dan bulan Februari memimpin rapat penyusunan Renstra 2025-2029, kemudian 
pada bulan Oktober 2025 dilaksanakanakan rapat Reviu Renstra sehubungan dengan 
perubahan Sasaran Indikator Kinerja berdasarkan SK KMA Nomor 
167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik 
Indonesia tahun 2025-2029. Eviden tahun 2025: 1. Dokumen rapat Reviu IKU tahun 
2025, 2.Dokumen rapat Penyusunan Renstra 2025-2029, 3.Dokumen rapat Reviu 
Renstra 2025-2029, 4. Dokumen RKT Tahun 2026, 5. SK Tim Penyusun Reviu IKU tahun 
2025, 6. SK Tim Penyusun Renstra 2025-2029, 7. Dokumen Renstra 2025-2029, 8. 
Dokumen IKU tahun 2025. Eviden tahun 2026: 1. Dokumen Reviu Renstra 2025-2029, 
2. Dokumen RKT tahun 2027, 3. SK Penetapan IKU tahun 2026, 4. Dokumen reviu IKU 
tahun 2025-2029 Eviden pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1tV3gt5DaHXbIyi1YtPp2xzBFecs9b_RX?usp=dr
ive_link

- Tidak ada data dukung yang 
menggambarkan bahwa pimpinan terlibat 
dalam penyusunan perjanjian kinerja, 
karena data dukung yang dimasukkan 
adalah SK Tim Penyusun Renstra Tahun 
2025-2029 dan Renstra dan Reviu 
Renstra Tahun 2025-2029 - Agar 
melampirkan dokumen tahun 2025 dan 
2026

12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja 
secara berkala

A 1 Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara memimpin rapat Pengukuran Kinerja triwulan I 
yang dilaksanakan pada bulan April 2025, memimpin rapat Pengukuran Kinerja 
Triwulan II pada Bulan Juli 2025, memimpin rapat Pengukuran Kinerja Triwulan III pada 
bulan Oktober 2025 dan memimpin rapat Pengukuran Kinerja Triwulan IV bulan 
Januari 2026. Pada tahun 2026 memimpin rapat Pengukuran Kinerja Triwulan I pada 
bulan April 2026. Eviden tahun 2025: 1. Dokumen Rapat Pengukuran Kinerja Triwulan 
tahun 2025, 2. LRA DIPA 01 dan 03 tahun 2025, 3. Screeshoot Capaian Kinerja bulanan 
dan triwulan melalui Aplikasi Komdanas. Eviden Tahun 2026: 1. Dokumen Rapat 
pengukuran Kinerja Triwulan I tahun 2026, 2. LRA DIPA 01 dan 03 tahun 2026, 3. 
Screenshoot Pengukuran Kinerja bulan Januari-Mei 2026 melalui Aplikasi Batara. 
Eviden pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1tt72UfZXRJvtz16sTyhFuwpdh0OwK0sB?usp=d
rive_link

ii Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2,5 2,5 100,00%
12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada YA 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang 

lengkap. Eviden tahun 2025: 1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-
2029, 2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), 3. Dokumen Rencana Aksi Kinerja 
tahun 2025, 4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025, 5. Dokumen Reviu 
Perjanjian Kinerja tahun 2025, 6. Dokumen Indikator kinerja utama (IKU) tahun 2025, 
7. Dokumen Reviu IKU tahun 2025, 8. SK Tim Penyususn Renstra tahun 2025-2029, 9. 
Dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Eviden tahun 2026: 1. Kamus 
IKU tahun 2026, 2. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2026, 3. Dokumen Rencana Aksi 
Kinerja tahun 2026, 4. Dokumen Reviu IKU tahun 2026, 5. Dokumen Reviu Ranstra 
2025-2029, 6. Dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, 7. Dokumen 
Reviu Perjanjian Kinerja tahun 2026 Eviden pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1jcWqWrAsjYSuIc-
dDR8h8qmuJptUReor?usp=drive_link

agar yang dimasukkan hanya data 
dukung yang berkaitan dengan dokumen 
perencanaan. Pada folder tahun 2026, 
"Monev Pengukuran" tidak termasuk 
dokumen perencanaan kinerja. untuk 
folder tahun 2026, agar melampirkan IKU 
dan Kamus IKU 2025-2029, dan Renstra 
2025-2029. dan agar mencantumkan 
daftar bukti dukung yang dimasukkan 
pada link google drive.

12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil YA 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menyusun rencana kerja dengan fokus pada 
pencapaian target yang terukur dan relevan dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini 
tercermin dari dokumen perencanaan seperti RKT dan Renstra yang mencantumkan 
indikator keberhasilan secara kuantitatif, serta dari capaian kinerja yang dievaluasi 
melalui laporan LKjIP. Dokumen Perencanaan Kinerja telah berorientasi pada hasil hal 
ini dijelaskan pada dokumen LKJIP. Eviden tahun 2025: 1. Dokumen LKjIP tahun 2024, 
2. Dokumen RKT tahun 2025, 3. Dokumen Renstra 2025-2029, 4. Dokumen Rencana 
Aksi Kinerja, 5. Dokumen IKU tahun 2025, 6. Monev Rencana Aksi tahun 2025, 7. 
Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, 8. Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja tahun 
2025. Eviden tahun 2026: 1. Dokumen LKjIP tahun 2025, 2. Dokumen Perjanjian 
Kinerja tahun 2026, 3. Dokumen Rencana Aksi Kinerja 2026, 4. Dokumen Reviu IKU 
2025-2029, 5. Dokumen Reviu Renstra 2025-2029, 6. Dokumen RKT tahun 2026, 7. 
Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja tahun 2026. Eviden pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1OjQGrehAuOJrwt2CkYyxEybEw9fTxg1N?usp=
drive_link

agar melampirkan LKjIP tahun 2024 pada 
folder tahun 2025, dan mencantumkan 
daftar bukti dukung yang dimasukkan 
pada link google drive.

12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama 
(IKU)

YA 1 Pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah Terdapat penetapan Indikator Kinerja 
Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menunjukan bahwa unit kerja 
telah memiliki tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan 
strategisnya. IKU menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kinerja instansi 
dapat diukur secara obyektif dan akuntabel. Dokumen Indikator Kinerja Utama sudah 
disusun dan sudah ditetapkan. Eviden tahun 2025: 1. SK Tim Penyusun Reviu IKU tahun 
2025, 2. Dokumen IKU tahun 2025. Eviden tahun 2026: 1. SK Penetapan IKU tahun 
2026, 2. Dokumen Reviu IKU 2025-2029 Evidennya pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ayqT5agrx9woujDAE37OvRR_4JyUPxsz?usp=
drive_link

agar melampirkan SK Penetapan IKU 
tahun 2026 beserta lampirannya 
mencantumkan daftar bukti dukung yang 
dimasukkan pada link google drive, dan 
membuat 2 folder dalam google drive, 
yaitu untuk data dukung tahun 2025 dan 
tahun 2026.

12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi 
kriteria SMART

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan indikator kinerja yang memenuhi 
prinsip SMART, yang mencerminkan spesifikasi yang jelas, ukuran yang dapat dihitung, 
target yang realistis, relevansi terhadap sasaran strategis, serta pencapaian dalam 
kerangka waktu tertentu. Hal ini menjadi landasan dalam pencapaian kinerja yang 
akuntabel dan transparan. Didalam dokumen Indikator Kinerja Utama telah termuat 
definisi, Formula Perhitungan, Satuan perhitungan yang digunakan, Trend / Polaritas, 
periode pengambilan data dan Ambang Kinerja. Indikator telah memenuhi kriteria 
SMART tertuang dalam dokumen IKU dan RKT tahun 2026. Eviden tahun 2025: 1. 
Dokumen IKU tahun 2025, 2. Dokumen RKT tahun 2026. Eviden tahun 2026: 1. 
Dokumen Reviu IKU 2025-2029, 2. Dokumen RKT tahun 2027. Eviden pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1RP2iM1YEjusynJP3gT9XTr4nZprLZEpT?usp=dr
ive_link

agar mencantumkan daftar bukti dukung 
pada kolom keterangan. data dukung 
yang tidak berkaitan dengan pertanyaan, 
agar dihapus dari folder data dukung, 
seperti : Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi 
Kinerja, dan Renstra

Penguatan Akuntabilitas



12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu YA 1 Laporan Kinerja tahun 2025 telah disusun berdasarkan waktu yang telah ditentukan. 
Laporan Kinerja tahun 2025 pada esr.menpan dan website Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara telah di unggah pada tanggal 26 Februari 2025 dan Komdanas pada tanggal 27 
Februari 2025. Laporan Kinerja tahun 2026 telah disusun berdasarkan waktu yang 
telah ditentukan, pada e.esr.menpan dan aplikasi Batara telah di unggah pada tanggal 
27 Februari 2026 dan Website Pengadilan Tinggi maluku Utara pada tanggal 26 
Februari 2026. Eviden tahun 2025: 1. Dokumen LKjIP tahun 2024, 2. Bukti Unggah pada 
esr.menpan, 3. Bukti unggah pada Website PT Malut, 4. Bukti unggah pada Aplikasi 
Komdanas. Eviden tahun 2026: 1. Dokumen LKjIP tahun 2025, 2. Bukti unggah pada 
Aplikasi Batara, 3. Bukti unggah pada esr.menpan, 4. Bukti unggah pada Website PT 
Maluku Utara. Eviden pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/15YIVe9HPr6Lui1jz9mbXqWXLszzvvP_2?usp=d
rive_link

agar mencantumkan daftar bukti dukung 
pada kolom keterangan.

12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi 
tentang kinerja

A 1 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menyajikan informasi yang 
komprehensif mengenai pencapaian kinerja selama periode pelaporan. Laporan 
tersebut memuat data dan analisis terkait indikator kinerja utama (IKU), tingkat 
pencapaian sasaran strategis, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. 
Selain itu, laporan ini juga memberikan gambaran tentang faktor pendukung maupun 
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja, sehingga menjadi dasar perbaikan 
berkelanjutan dalam tata kelola lembaga. Dokumen Pelaporan Kinerja Organisasi 
telah memberikan informasi tentang hasil kinerja yang terdapat pada Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKjIP) secara detail terdapat pada bab 3 (Analisis Kinerja). Eviden 
Tahun 2025: 1. Dokumen IKU tahun 2025, 2. Dokumen LKjIP Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara tahun 2024, 3. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, 4. Dokumen Rencana 
Aksi Kinerja tahun 2025, 5. Dokumen Rencana Kinerja tahun 2025, 6. Dokumen 
Renstra tahun 2025-2029, 6. Dokumen Reviu PKT tahun 2025. Eviden tahun 2026: 1. 
Dokumen LKjIP Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025, 2. Dokumen Perjanjian 
Kinerja tahun 2026, 3. Dokumen Rencana Aksi Kinerja tahun 2026, 4. Dokumen Reviu 
IKU tahun 2025-2029, 5. Dokumen Reviu Renstra 2025-2029, 6. SK Tim Penyusun LKjIP 
tahun 2025, 7. Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja tahun 2026 Eviden pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1IGdH8VekypNVqFa2oxHHkYgY9kfS1l8f?usp=
drive_link

tidak ada dokumen Laporan Kinerja pada 
folder data dukung tahun 2025.

12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme 
informasi kinerja

YA 1 Informasi mengenai kinerja dapat diakses melaui Website Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara. (Screenshot Website Evaluasi Implementasi SIPP (EIS Dirjen Badilum), Website 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara berisi Informasi Penyerapan Anggaran, Survei 
Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Korupsi dan SAKIP). Eviden tahun 2025: 1. 
Laporan EIS Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025, 2. Screenshoot Laporan 
SAKIP tahun 2025, 3. Laporan Transparansi Anggaran tahun 2025, 4. SIPP Pengadilan 
Tinggi Maluku Utara tahun 2025, 5. Bukti Upload Dokumen SAKIP pada esr.menpan, 6. 
Bukti Upload Dokumen SAKIP Aplikasi Komdanas, 7. Bukti Upload Dokumen SAKIP 
pada Website Pengadilan Tinggi Maluku Utara, 8. Screenshoot SKM tahun 2025, 9. 
Screenshoot SPAK tahun 2025. Eviden tahun 2026: 1. Bukti Upload Dokumen SAKIP 
pada Aplikasi Batara, 2. Bukti Upload Dokumen SAKIP pada esr.menpan, 3. Bukti 
Upload Dokumen SAKIP di Website Pengadilan Tinggi Maluku Utara, 4. Laporan EIS 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2026, 5. Laporan Transparansi anggaran 2026, 
6. Screenshoot SIPP Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2026, 7. Laporan SKM 
tahun 2026, 8. Laporan SPAK tahun 2026, 9. Screenchoot Laporan SAKIP tahun 2026. 
Eviden pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1k979dtOWin1LotyMN4R9VusOIUUX5x_C?usp
=drive_link

Sudah memadai, dikarenakan sudah 
sesuai dengan bukti data dukung yang 
dilampirkan

12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan 
kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas 
kinerja

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang 
menangani akuntabilitas kinerja melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang 
dilaksanakan pada tanggal 18 November tahun 2020 yang diikuti oleh 1. Chairul Dahri. 
P, S. Kom Jabatan Kasubag Rencana Program dan Anggaran, 2. Muhammad Ikbal 
Daud, S.H Jabatan Panitera Muda Pidana, 3. Verra Lokollo, S.H. Jabatan Kabag 
Perencanaan dan Kepegawaian. Selanjutnya, pada tahun 2026 Tim Evaluasi AKIP 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan 
Umum (Badilum). Kegiatan tersebut diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta dan didukung 
oleh dokumen eviden berupa surat undangan, daftar hadir, notula, serta dokumentasi 
foto kegiatan. Eviden pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1gcUO6eqjcOZ3UTh2oJu9H2dbns7egTQV?usp
=drive_link

Tambahkan data dukung: Pengusulan 
daftar nama Hakim/Pegawai dan Surat 
Tugas untuk mengikuti diklat SAKIP. 
Seluruh Sertifikat SAKIP yang mengikuti 
Diklat/Bimtek. Jika dilakukan internal, 
upload Dokumentasi Pelaksanaan 
Bimtek SAKIP (Notula, Daftar Hadir, Foto 
Kegiatan) Data dukung yang tidak sesuai 
tidak perlu dilampirkan, contoh sertifikat 
Bendahara,PPK,PPSM,Pengelola Barang 
dan Jasa

05.00 7,5 7,5 100,00%
i Pengendalian Gratifikasi 1,5 1,5 100,00%

12a. Telah dilakukan public campaign tentang 
pengendalian gratifikasi

A 1 Bahwa pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan Public Campaign 
tentang pengendalian gratifikasi yang dilakukan secara berkala mulai dari penyediaan 
Kotak Gratifikasi sebagai sarana edukasi kepada masyarakat yang diletakkan diruamg 
PTSP, pemasangan banner yang dipasang di depan Kantor, dan di sosialisasi di 
website, medsos berupa instagram Pengadilan Tinggi Maluku Utara, maupun 
dilaksanakan secara langsung ke lapangan di tempat yang strategis, yakni pelabuhan. 
Hal ini dibuktikan dengan melampirkan dokumen 2025: 1. Foto kegiatan Public 
Campaign, 2. Laporan Public Campaign. 3. Public Campaign melalui media social, 4. 
Spanduk Public Campaign didepan kantor, 5. Spanduk Public Campaign. 6. Kotak 
Gartifikasi Tahun 2026: 1. Spanduk Public Campaign didepan kantor. 2. Laporan Publik 
campaign 2026, 3. Public Campaign melalui Media Sosial IG PT. 4. Public Campaign 
melalui Media Sosial Website PT. 5. Foto Kegiatan. 6. Kotak Gartifikasi. Berikut Link 
Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1j_TBQTAcUHnPqZQMDP6Q9GdHhJphFnCx?u
sp=drive_link

agar melampirkan data dukung yang 
menggambarkan public campaign secara 
berkesinambungan, baik itu melalui 
pemasangan audio anti gratifikasi yang 
dipasang secara berkala atau contoh 
kegiatan lain yang memang 
menggambarkan public campaign yang 
dilakukan oleh seluruh jajaran 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara. - 
Tambahkan Media sosialisasi/public 
campaign tentang pengendalian 
gratifikasi melalui tangkap layar 
sosialisasi pada media social;

Penguatan Pengawasan



12b. Pengendalian gratifikasi telah 
diimplementasikan

A 1 Bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengimplementasikan 
Pengendalian gratifikasi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan melakukan 
pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi, Monitoring dan Evaluasi, maupun dalam 
bentuk inovasi melalui banner himbauan tentang anti gratifikasi dan melakukan 
sosialisasi. Hal ini dibuktikan dengan melampirkan eviden 2025: 1. SK. Pembentukan 
Pengendalian Gratifikasi, 2. Penerapan Ruang Tamu. 3. Media Sosialisasi anti 
gratifikasi, 4. SK. Jadwal Pemutaran Audio Himbauan KMA Anti Grafikasi, 5. Pedoman 
Penangan Gratifikasi, 6. Formulir Penerimaan Gratifikasi, 7. Notulen Sosialisasi 
Pengendalian Gratifikasi, 8. Capture Kamera Pengawas, 9. Kotak Penyimpanan 
Sementara Pengendaliasn Gratifikasi. 10. Pelatihan Gratifikasi dari KPK. Tahun 2026: 
1. SK. Pembentukan Pengendalian Gratifikasi, 2. Penerapan Ruang Tamu. 3. Media 
Sosialisasi anti gratifikasi, 4. SK. Jadwal Pemutaran Audio Himbauan KMA Anti 
Grafikasi, 5. Pedoman Penangan Gratifikasi, 6. Formulir Penerimaan Gratifikasi, 7. 
Capture Kamera Pengawas, 8. Kotak Penyimpanan Sementara Pengendaliasn 
Gratifikasi. Berikut Link Evidennya: https://drive.google.com/drive/folders/1iN-3X8-
hJpgieVPAJyF4nmqwkYvLm0U-?usp=drive_link

agar dapat melampirkan data dukung 
adanya kotak penyimpanan sementara 
pengendalian gratifikasi yang 
ditempatkan di PTSP, dan data dukung 
mengikuti Pelatihan Gratifikasi dari KPK 
(jika mengikuti).

ii Penerapan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP)

1,5 1,5 100,00%

12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian A 1 Bahwa di Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah membangun Lingkungan 
Pengendalian, hal ini dibuktikan dengan melampirkan eviden Tahun 2025: 1. SK dan 
menunjuk tim satgas penyelenggaraan SPIP , 2. SK Tim Manajemen Resiko, 3. SK 
Pelaksanaan Pengawasan Daerah Wil PT Malut Semester 1 Tahun 2025, 4. SK Hakim 
Pengawas Daerah Wil PT Malut Tahun 2025, 5. Dokumen Laporan Pengawas Daerah, 
6. Notulen Sosialisasi Manajemen Resiko. Dan tahun 2026 dengan melampirkan 
Eviden: 1. SK. Petunjuk Pelaksana SPIP. 2. SK. Hakim Pengawas Daerah Wilayah PT 
Maluku Utara. 3. SK Manajemen Resiko, 4. SK. Pelaksanaan Pengawasan Daerah 
Wilayah PT Maluku Utara. 5. SK. SPIP. Berikut Lingk Evidenya : 
https://drive.google.com/drive/folders/1GJlMy7wcENlYxTQzuw7CiA_p-
ulMqK1K?usp=drive_link

agar mencantumkan daftar data dukung 
pada kolom keterangan

12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas 
pelaksanaan kebijakan

A 1 Bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi telah melakukan penilaian Manajemen Resiko 
dengan melampirkan dokumen yakni 1. Dokumenn Manajemen Resiko. 2. Matriks 
Manajemen Resiko, 3. Instruksi KPT tahun 2025 sedangkan pada di tahun 2026 terdiri 
dari 1. Dokumenn Manajemen Resiko. 2. Matriks Manajemen Resiko Dan Sosialisasi 
Penangan Kebakaran; Berikut Link Evidennya : 
https://drive.google.com/drive/folders/1u8VAkKFuf99Fr5lAAIVlCWw3HLt1c4NY?usp=
drive_link

12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian 
untuk meminimalisir risiko yang telah 
diidentifikasi

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Minutasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anonimisasi, dan 
Penangan Server pada tahun 2025 maupun tahun 2026 sebagai salah satu bentuk 
pengendalian resiko; Berikut Link Evidennya : 
https://drive.google.com/drive/folders/1r1Ki_lVuxoQc9fEOsaIfzk60VLowQ3Om?usp=
drive_link

agar melampirkan data dukung tahun 
2026, dan agar mencantumkan daftar 
data dukung pada kolom keterangan. - 
Lampirkan Dokumen laporan kegiatan 
pengendalian untuk meminimalisir risiko 
yang telah diidentifikasi (Laporan 
monitoring dan evaluasi pengendalian 
intern, undangan rapat, daftar hadir, 
notula dan foto kegiatan) tahun 2026, cth 
: kegiatan sosialisasi penanganan 
gempa/kebakaran

12d. SPI telah diinformasikan dan 
dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

A 1 Bahwa pada pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengimformasikan dan 
mengkomunikasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai tentang SPI. Hal ini 
dibuktikan dengan melampirkan dokumen Tahun 2025: 1. Notulen Rapat bulanan, 2. 
dokumen Inspeksi Mendadak oleh Pimpinan, 3. Hakim Pengawas Daerah, 4. 
Pengawas Bidang, 5. Dokumentasi Apel Pagi dan Apel Sore. Tahun 2026 melampirkan 
eviden: 1. Notulen Rapat bulanan, 2. dokumen Inspeksi Mendadak oleh Pimpinan, 3. 
Hakim Pengawas Daerah, 4. Pengawas Bidang, 5. Dokumentasi Apel Pagi dan Apel 
Sore dan Sosialisasi SPIP; Berikut Link Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/10jRZAavaGZYfwa6M4kEEtS_QWLnrJOyM?usp
=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
sosialisasi kegiatan SPIP (undangan 
rapat, daftar hadir, notula dan foto 
kegiatan)

iii Pengaduan Masyarakat 1,5 1,5 100,00%
12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah 
diimplementasikan

A 1 Bahwa Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan, berdasarkan surat 
keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 563/KPT.W28-
U/OT1.2/III/2025 Tentang Pembentukan Tim Penangan Pengaduan Masyarakat pada 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang beranggotan 4 orang, yang memiliki tugas dan 
tanggung jawab dalam melaksanakan analisis monitoring dan evaluasi terkait dengan 
adanya pengaduan serta melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara. serta Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyediakan sarana pengaduan 
melalui Siwas, SMS Pengaduan, Aplikasi Lapor meja PTSP. Berikut Link Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1RlAZ7GYtWUFypxETHnqMDXyoNBL_NKql?us
p=drive_link

agar mencantumkan daftar data dukung 
pada kolom keterangan LKE.

12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti YA 1 Jumlah Pengaduan terhadap Pengadilan Tinggi Maluku Utara dari Bulan Januari 2025 
sampai dengan Bulan desember 2025 nihil, namun pada laporan pengaduan bulan 
November 2025 terdapat satu pengaduan akan tetapi untuk Pengadilan Negeri Tobelo, 
dan pada bulan januari 2026 sampai dengan bulan mei 2026 Nihil. Eviden sebagai 
berikut: Tangkap Layar Aplikasi Siwas (User Pimpinan), Tangkap Layar Aplikasi Siwas 
(User Meja Pengaduan) dan dokumen Laporan Pengaduan Tahun 2025 dan 2026; 
Beikut Link Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1XT0H17s6Ez_9VCtmX6xM8VF9mPhavxS2?us
p=drive_link

-agar melampirkan screenshot balasan 
yang diberikan atas review/komentar 
pada sosial media/website, jika ada 
komentar/saran pada sosial 
media/website PT Maluku Utara -
Lampirkan Tangkap layar aplikasi SIWAS 
(dashboard user Pimpinan dan user meja 
pengaduan); -Lampirkan Tangkap layar 
aplikasi SIWAS (statistik penanganan 
pengaduan);

12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas 
penanganan pengaduan masyarakat

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara rutin setiap bulan melakukan rapat evaluasi bulanan 
terkait keperluan / kendala dari semua bidang termasuk bagian pelayanan pengaduan 
masyarakat sebagaimana eviden terlampir yakni: Monev Pengaduan Bulan Januari 
sampai dengan bulan desember 2025 dan bulan Januari sampai bulan Maret 2026. 
Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan foto kegiatan Monev Pengaduan Bulan Januari 
sampai dengan bulan desember 2025 dan bulan Januari sampai bulan Maret 2026; 
Berikut Link Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1y0ESiIyTtEEzqgNDx6hFnSi5FtxHP1p_?usp=dri
ve_link

agar mencantumkan daftar data dukung 
pada kolom keterangan LKE, contoh : 
data dukung 2025 : Monev Pengaduan 
Bulan Januari s.d. Februari 2025. - 
Lampirkan Dokumen laporan kegiatan 
penanganan pengaduan dan WBS 
(Laporan monitoring dan evaluasi atas 
penanganan pengaduan dan WBS, 
undangan rapat, daftar hadir, notula dan 
foto kegiatan).



12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan 
masyarakat telah ditindaklanjuti

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menindaklanjuti hasil evaluasi pengaduan 
dengan mensosialisasikannya kepada pihak terkait, dengan melampirkan Dokumen 
Laporan Pengaduan, Monev Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Bulanan baik 
tahun 2025 maupun tahun 2026. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan foto kegiatan 
Monev Pengaduan baik tahun 2025 maupun 2026; Berikut Link Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1quoHlO6e43n_jM0TR--
eyHpfC1He_TGN?usp=drive_link

agar mencantumkan daftar data dukung 
pada kolom keterangan LKE. - Lampirkan 
Dokumen laporan kegiatan penanganan 
pengaduan dan WBS (Laporan tindak 
lanjutnya atas monitoring dan evaluasi 
penanganan pengaduan dan WBS, 
undangan rapat, daftar hadir, notula dan 
foto kegiatan).

iv Whistle-Blowing System 1,5 1,5 100,00%
12a. Whistle Blowing System telah diterapkan A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerapkan kebijakan Whistle Blowing System 

Dan sudah di internalisasikan sebagaimana dokumen terlampir yakni 1. SK 
Pembentukan Tim Pengawas WBS, 2. Sosialisasi whistle blowing system. 3. Banner 
Pengaduan. 4. Capture Sarana Pengaduan. 5 Capture Aplikasi Siwas. tahun 2025. 
sedangan pada tahun 2026 dilampirkan 1. SK Pembentukan Tim Pengawas WBS, 2. 
Banner Pengaduan. 3. Capture Sarana Pengaduan. 4 Capture Aplikasi Siwas. 5. 
Capture sarana pengaduan melalui Media online (SIWAS). 6. Aplikasi (Statistik 
Penangan Pengaduan. Berikut Link Evidennya : 
https://drive.google.com/drive/folders/1G-
pxE2maKsmvCk8R2RHaBEIHceAd1SGZ?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Tambahkan Tangkap 
layar aplikasi SIWAS (dashboard user 
Pimpinan dan user meja pengaduan); - 
Tangkap layar aplikasi SIWAS (statistik 
penanganan pengaduan);

12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan 
Whistle Blowing System

A 1 Pengadilan Tinngi Maluku Utara telah melakukan Monitoring dan evaluasi whistle 
blowing system dilaksanakan secara berkala setiap bulan dengan melampirkan 
monev tahun 2025 dan monev tahun 2026. Berikut Link Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1DyfY4ZkzbjRMkdjXKgvA1jRS4flrHF7n?usp=dri
ve_link

agar data yang dimasukkan dalam data 
dukung adalah mengenai pengaduan 
yang datang dari pihak internal 
(Pengadilan) dan bukan eksternal pihak 
berperkara.

12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle 
Blowing System telah ditindaklanjuti

A 1 Pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melaksanakan seluruh Hasil Evaluasi atas 
penerapan Whiste Blowing System dan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 6 
dan Pasal 7 Perma Nomor 9 Tahun 2016 dengan melampirkan 1. Tindak Lanjut WBS. 2 
Capture Halaman Login Siwas tahun 2025 dan tahun 2026. Berikut Link Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1NzSnLGG7M07-mwFR-
SK3Gpt2aqFymHRO?usp=drive_link

ada ketidakkonsistenan antara 
keterangan dengan data dukung yang 
hanya melampirkan laporan tindak lanjut 
pengaduan masyarakat (eksternal) dan 
yang bukan merupakan whistel blower 
(pengaduan internal).

v Penanganan Benturan Kepentingan 1,5 1,5 100,00%
12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan 
benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengidentifikasi Benturan Kepentingan dengan 
Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan. Dengan 
melampirkan dokumen Tahun 2025: 1. SK Petunjuk Pelaksanaan Penanganan 
Benturan Kepentingan, 2. Pemetaan Benturan Kepentingan. Tahun 2026: 1. SK Tim dan 
Tusi Benturan Kepentingan, 2. SK Pedoman Benturan Kepentingan; Berikut Link 
Evidennya: https://drive.google.com/drive/folders/1UWlPfPLrRTMszOXqPpNCFfaY-
tN_4tni?usp=drive_link

folder tahun 2026 masih kosong - SK 
dilengkapi tugas dan fungsi utama Tim

12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah 
disosialisasikan/internalisasi

A 1 Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah 
melakukan sosialisasi melalui undangan resmi kepada Pimpinan, Hakim, Panitera, 
Sekretaris, Pegawai dan pelaksana layanan serta secara berkelanjutan di 
internalisasikan secara rutin dalam brifing pagi PTSP dan sebagian besar layanan 
dengan melampirkan dokumen Undangan, Notulen daftar hadir dan dokumentasi 
Kegiatan Sosialisasi Benturan Kepentingan baik tahun 2025 maupun tahun 2026; 
Berikut Link Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/10qry4bnydMoRI_lmh2_8_34GxGOSi8Vu?usp=
drive_link

folder tahun 2026 masih kosong; agar 
ditambahkan daftar bukti pada kolom 
keterangan LKE - Undangan hari/tgl Rabu, 
13 Mei 2026 namun notulen 13 Mei 2025

12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah 
diimplementasikan

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengimplementasikan Penanganan benturan 
kepentingan, Hal ini dibuktikan dengan melampirkan dokumen, Tahun 2025 : 1. SK Tim 
Penanganan Benturan Kepentingan, 2. Foto Ruang Tamu Terbuka, 3. Form Benturan 
Kepentingan, 4. Foto Kamera Pengawas. dan Tahun 2026 juga melampirkan eviden: 1. 
SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan, 2. Foto Ruang Tamu Terbuka, 3. Form 
Benturan Kepentingan, 4. Foto Kamera Pengawas; Berikut Link Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1mFGmZZ8RwF_UYBv9yYl61DDfeA8jr6Qb?us
p=drive_link

agar ditambahkan daftar bukti pada 
kolom keterangan LKE

12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan 
Benturan Kepentingan

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan Monitoring dan Evaluasi penanganan 
Benturan Kepentingan dilakukan secara berkala, tahun 2025 melampirkan Monev 
Benturan Kepentingan Bulan Januari 2025 s/d Bulan Desember 2025. dan tahun 2026 
melampirkan eviden: 1. Monev Benturan Kepentingan Bulan Januari 2026. 2. Monev 
Benturan Kepentingan Bulan Februari 2026. 3. Monev Benturan Kepentingan Bulan 
Maret 2026, 4. Monev Benturan Kepentingan Bulan April 2026 Berikut Link Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1IhP7FR33T4xoWaJxAlV91LEHvcuQt5qN?usp=
drive_link

agar ditambahkan daftar bukti pada 
kolom keterangan LKE

12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan 
Kepentingan telah ditindaklanjuti

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menindaklanjuti seluruh Hasil Monitoring dan 
Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan secara berkala dengan melampirkan 
tahun 2025: 1. Tindak Lanjut Monev Bneturan Kepntingan TW I 2025, 2. Tindak Lanjut 
Monev Bneturan Kepntingan TW II 2025, 3. Tindak Lanjut Monev Bneturan Kepntingan 
TW III 2025. 4. Tindak Lanjut Monev Bneturan Kepntingan TW IV 2025. Dan tahun 2026 
melampirkan 1. Tindak Lanjut Monev Bneturan Kepntingan TW I 2026; Berikut Link 
Evidennya: https://drive.google.com/drive/folders/15Bvih0EB-
CNlr_hSSBVGm3yGVtnm-uxs?usp=drive_link

agar ditambahkan daftar bukti pada 
kolom keterangan LKE



06.00 5 4,94 98,80%
i Standar Pelayanan 1 1 100,00%

12a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan Standar Pelayanan untuk seluruh 
jenis pelayanan PTSP, dan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerbitkan 
Surat Keputusan (SK) terkait Standar Pelayanan Peradilan. Untuk Evident SK yang 
dilampirkan untuk Tahun 2025 : 1.SOP Standar Pelayanan pada PTSP (Berupa SOP 
Standar Pelayanan pada PTSP, SOP Pelayanan pemberian informasi, SOP Pelayanan 
pemberian informasi dengan keberatan, SOP Penerimaan Permohonan penyumpahan 
Advokat, SOP Penanganan Pengaduan, SOP Permohonan Ijin Penelitian, SOP 
Penerimaan Surat Masuk, SOP Surat keluar, SOP Pelayanan pada PTSP bagi 
penyandang disabilitas) 2. Maklumat Pelayanan 2025 3. Ruang PTSP 2025 4. SK Reviu 
Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2025 5. SK Standart Pelayanan PT 
MALUT 2025 6. SK PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN PT MALAKU UTARA TAHUN 
2025 Tahun 2026 : 1. Maklumat Pelayanan 2026 2. SK Malumat Pelayanan 2026 3. SK 
STANDAR PELAYANAN 2026 4. SK PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN PT MALUKU 
UTARA TAHUN 2026 Evidence pada Link berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1YEm7ovFVavGWpmQzcVX3H_xZF
_Z9Yne_?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Tgl SK Standar 
Pelayanan 6 April 2026, dilampiran 6 April 
2025

12b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan A 1 Standar pelayanan telah dimaklumatkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan 
Tinggi Maluku Utara serta telah dipublikasikan melalui website dan media sosial 
lainnya. Untuk evident standart pelayanan yang dimaklumatkan diantaranya untuk 
tahun 2025 berupa : 1. Maklumat Pelayanan PT Malut 2025 2. SK Maklumat Pelayanan 
Tahun 2025 Tahun 2026 : 1. Maklumat Pelayanan 2026 2. SK Maklumat Pelayanan 
2026 Evidence pada Link berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1t2ptky0LNbff9hZR7aGkAJJluCvuL
vyu?usp=drive_link

12c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar 
pelayanan

A 1 Standar pelayanan telah direview dan dilakukan perubahan oleh Tim Reviu Standar 
Pelayanan sesuai dengan SK tentang Pembentukan Tim Evaluasi Standar Pelayanan 
PTSP, berdasarkan 3 nilai terendah survey kepuasan masyarakat pada TW 1-TW 4 
tahun 2025 bahwa mengenai tarif, persyaratan, waktu pelayanan dan penyelesaian 
sudah sesuai dengan standart pelayanan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. 
Berikut evident kelengkapan SK di point reviu dan perbaikan atas standar pelayanan 
Tahun 2025 : 1. PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 2025 2. PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 2025 3. SK Reviu Standar Pelayanan Pengadilan 
Tinggi Maluku Utara 2025 4. Standar Pelayanan PT Malut 2025 5. SK PERUBAHAN 
STANDAR PELAYANAN PT MALAKU UTARA TAHUN 2025 Tahun 2026 1. SK 
PEMBERLAKUAN PEMBARUAN SOP PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN 2026 2. 
SK STANDAR PELAYANAN 2026 3. SK TIM REVIU SOP PT MALUT 2026 4. SK SK REVIU 
STANDAR PELAYANAN 2026 5. SK PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN PT MALUKU 
UTARA TAHUN 2026 Evidence pada Link Berikut : 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/105zlRR4TFB9zeDBivQbR3Jr2kDY
N6MFa?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Tgl SK Standar 
Pelayanan 6 April 2026, dilampiran 6 April 
2025

12d. telah melakukan publikasi atas standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan

YA 1 Standar pelayanan dan maklumat pelayanan telah dipublikasikan di media sosial dan 
website, serta terpajang di ruang tunggu PTSP. Untuk publikasi di media social dan 
website di Tahun 2025 Berupa : 1. Maklumat Pelayanan pada Media Sosial 2025 
(Maklumat Layanan Informasi Publik (Media Sosial Instagram), Maklumat Layanan 
Informasi Publik (Media Sosial Tiktok), Maklumat Layanan Informasi Publik (Ruang 
PTSP), Maklumat Layanan Informasi Publik (Website), Media Sosial Facebook PT 
Malut) 2. Maklumat Pelayanan 2025 Tahun 2026 1. Maklumat Pelayanan 2026 2. 
Maklumat Pelayanan pada Media Sosial 2026 (Maklumat Pelayanan pada PTSP, 
Screenshoot Maklumat Pelayanan Facebook, Screenshoot Maklumat Pelayanan IG, 
Screenshoot Maklumat Pelayanan TIKTOK, Screenshot Maklumat Pelayanan Website, 
Screenshot SIPPN PT MALUT) 3. Screenshot Publikasi Standart Layanan via Website 
Evidence pada Link berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1aSxrsZ2rbA_dcHHR4k0snVV5wul
8pogI?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Tambahkan Tangkap 
layar pada Website/ Media Sosial Resmi 
Satuan Kerja terkait publikasi atas 
standar pelayanan

ii Budaya Pelayanan Prima 1 0,94 94,50%
12a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan 
kemampuan dan/atau kompetensi tentang 
penerapan budaya pelayanan prima

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melaksanakan pelatihan dan sosialisasi service 
excellent untuk pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga 
seluruh petugas dan pelaksana layanan memiliki kompetensi yang sesuai dengan 
kebutuhan jenis layanan. Tahun 2025 PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR 
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) 2025 2. SK Tim Reviu 
SOP 2025 3. Monev Layanan Disabilitas 4. SK Sosialisasi Undangan Sosialisasi SK KMA 
No. 2-144 Tahun 2022 Dan SK Dirjen 1692 Tahun 2020 5. MOU Layanan Disabilitas 
tahun 2025 6. Sosialiasi Pelayanan Prima 2025 Tahun 2026 1. SK SPAN LAPOR 2026 2. 
Sosialisasi Standar Pelayanan Pengadilan berdasarkan SK KMA 026/KMA/SK/II/2012 
dan Permenpan No. 15/2014, SK Dirjen No. 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 dan SK Dirjen 
No. 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tahun 2026 3. SK TIM REVIU SOP tahun 2026 4. Evident 
BIMTEK DISABILITAS 5. Sosialiasi Pelayanan Prima 2026 Evidence pada Link Berikut : 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1lkI85ty0gCCWVwXU5And-
W12AQnFbFZk?usp=drive_link

folder tahun 2026 masih kosong, untuk 
folder tahun 2025, agar file mudah 
diakses dan tidak berkali-kali harus 
membuka folder. data dukung yang tidak 
berkaitan dengan sosialisasi dan MoU 
agar dihapus dari folder - Lampirkan 
eviden terkait kegiatan pelatihan 
peningkatan kemampuan dan/atau 
kompetensi tentang penerapan budaya 
pelayanan prima; 
(Undangan/Pemanggilan, Notulensi, 
Absensi, dan daftar hadir)

12b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses 
melalui berbagai media

B 0,67 Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online melalui website dan 
media sosial, serta terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional. 
Dengan evident yang dilampirkan berupa : Tahun 2025 SK PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNTUK BAGIAN KEPANITERAAN DAN 
KESEKRETARIATAN 2025 SK Tim Pengelola Email PT Malut 2025 Evident Akses 
Informasi Pelayanan PT MALUT 2025 Sarana Layanan Terpadu Terintegrasi 2025 SK 
Tim Pengelola Media Sosial 2025 Terdapat sarana layanan terpadu terintegrasi 2025 
Tahun 2026 SK PETUGAS DAN PELAKSANA PPID 2026 SK PEMBENTUKAN TIM 
PENGELOLA SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) KEDINASAN PENGADILAN TINGGI MALUKU 
UTARA 2026 Sarana Layanan Terpadu Terintegrasi Evident Akses Informasi Pelayanan 
PT MALUT 2026 Screenshot SIPPN PT MALUT Evidence pada Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1uNCb7CfYmOHecjqffk95yq2fRQ
NFXaqt/1V7M7NqVUTvayz6lVVBaPblIXUnEdJjvw/1DHkQmPwbL0fhvoQ_FwvpIKvb-
8u2Qa4F/1YtUU-pCd1Pm0RuKa96H1MeHfdthDlYxH/1Yg-
fILCF139XuuTUbZ5Fn2306h60X0St?pli=1&sort=13&direction=a

Catatan Badium: - Lampirkan Tangkap 
layar pada website resmi satuan kerja 
terkait sosialisasi atas penjelasan 
informasi tentang pelayanan mudah 
diakses melalui berbagai media;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



12c. Telah terdapat sistem pemberian 
penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi 
pelayanan

A 1 Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) 
tentang Reward dan Punishment, serta memberikan piagam penghargaan kepada 
petugas PTSP terbaik berdasarkan indikator laporan survei harian dan pengawasan 
langsung oleh pimpinan, yang telah diterapkan secara rutin dan berkelanjutan. Evident 
yang dilampirkan berupa : Tahun 2025 Punishment - Surat Teguran Pegawai 2025 2. 
Reward - SK Penetapan Pegawai Teladan 2025, Sertifikat Piagam, Dokumentasi Tahun 
2026 Punishment - Reward - SK PENETAPAN PEGAWAI TELADAN 2026, SK TIM PENILAI 
DAN KRITERIA PENILAIAN PEGAWAI TELADAN, Dokumentasi Evidence pada Link 
berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1uNCb7CfYmOHecjqffk95yq2fRQ
NFXaqt/1V7M7NqVUTvayz6lVVBaPblIXUnEdJjvw/1DHkQmPwbL0fhvoQ_FwvpIKvb-
8u2Qa4F/1YtUU-
pCd1Pm0RuKa96H1MeHfdthDlYxH/1WoZKQKX43aElsIYvAHA6HLQ3HuYv2pag?pli=1
&sort=13&direction=a

Catatan Evaluator Badilum: agar data 
dukung yang tidak berkaitan dapat 
dihapus dari google drive dan folder data 
dukung tahun 2026 masih kosong

12d. Telah terdapat sistem pemberian 
kompensasi kepada penerima layanan bila 
layanan tidak sesuai standar

A 1 Telah diterbitkan SK tentang pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang 
disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, namun hingga saat ini belum ada 
pengguna layanan yang menerima kompensasi. Dengan ini Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara melampirkan evident: Tahun 2025 1. SK KOMPENSASI KETERLAMBATAN 
PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2025 2. SK 
PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI 
MALUKU UTARA TAHUN 2025 3. SK Tim Penilai Reward & Punishment 2025 4. Banner 
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 5. 
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN Tahun 2026 SK KOMPENSASI 
KETERLAMBATAN PELAYANAN 2026 SK PEMBERIAN KOMPENSANSI KETERLAMBATAN 
PELAYANAN 2026 KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN 2026 Banner 
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar Evidence 
pada Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1uNCb7CfYmOHecjqffk95yq2fRQ
NFXaqt/1V7M7NqVUTvayz6lVVBaPblIXUnEdJjvw/1DHkQmPwbL0fhvoQ_FwvpIKvb-
8u2Qa4F/1YtUU-
pCd1Pm0RuKa96H1MeHfdthDlYxH/1nkHL7JcmWIZBKsBJ9FB1OKlx_xHLLRux?pli=1&s
ort=13&direction=a

Catatan Evaluator Badilum: agar data 
dukung yang tidak berkaitan dapat 
dihapus dari google drive dan folder data 
dukung tahun 2026 masih kosong

12e. Terdapat sarana layanan 
terpadu/terintegrasi

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menyediakan sarana terintegrasi yaitu 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diintegrasikan. Pemberian layanan di PTSP 
selalu dilakukan pengawasan oleh petugas PTSP sampai dengan Hakim Pengawas 
PTSP. Tahun 2025 : Capture Aplikasi PTSP Foto Ruangan PTSP sarana layanan terpadu 
terintegrasi Terdapat sarana layanan terpadu terintegrasi SK Hakim Pengawas Bidang 
2025 SK Petugas Meja Pengaduan 2025 Foto Briefing Petugas PTSP Tahun 2026 : 1. 
Screenshoot SIMETRI 2. Sarana layanan terpadu terintegrasi 3. SK PTSP PT Malut 2026 
4. SK PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU 
UTARA 2026 5. SK Petugas & Pengawasan PTSP PN 6. Foto Briefing Petugas PTSP 
Evidence pada Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1uNCb7CfYmOHecjqffk95yq2fRQ
NFXaqt/1V7M7NqVUTvayz6lVVBaPblIXUnEdJjvw/1DHkQmPwbL0fhvoQ_FwvpIKvb-
8u2Qa4F/1YtUU-
pCd1Pm0RuKa96H1MeHfdthDlYxH/1jpWB6VYwiJthwN2_2eEz7oqaKyQC62S3?pli=1&
sort=13&direction=a

Catatan Evaluator Badilum: agar 
melampirkan: SK KPN tentang Tim PTSP 
SK KPN tentang Pengawas PTSP data 
dukung tahun 2026 masih kosong

12f. Terdapat inovasi pelayanan A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerapkan Inovasi antara lain mesin antrian 
pelayanan baik untuk umum maupun penyandang disabilitas dan web khusus untuk 
disabilitas. Untuk inovasi ini tidak hanya berbentuk aplikasi, tetapi juga pelayanan yang 
dapat digunakan untuk pengunjung yang ingin datang. Sehingga evident yang 
dilampirkan berupa : Tahun 2025 : SK Tim Penilai Inovasi 2025 SK Tim Pengembangan 
Inovasi Publik 2025 SK Tim Pengembang Inovasi 2025 Ruang tamu terbuka di ruang 
PTSP Evident Inovasi Pelayanan SK Tim Pengelola Aplikasi E-Difa 2026 7. SK 
PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI LAYANAN DIFABEL E-DIFA 2026 Tahun 
2026 : SK Tim Pengelola Aplikasi E-Difa 2026 2. SK PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM 
INFORMASI LAYANAN DIFABEL E-DIFA 2026 3. SK fix Tim Pengembangan inovasi 
publik 2026 4. Inovasi Charging Station 5. Inovasi Tersedianya Tempat Air Minum 
Evidence pada Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1uNCb7CfYmOHecjqffk95yq2fRQ
NFXaqt/1V7M7NqVUTvayz6lVVBaPblIXUnEdJjvw/1DHkQmPwbL0fhvoQ_FwvpIKvb-
8u2Qa4F/1YtUU-
pCd1Pm0RuKa96H1MeHfdthDlYxH/17_YMh8dZ2orVQLtX1a2j9F7kaygd7DKL?pli=1&s
ort=13&direction=a

Catatan Evaluator Badilum: agar 
melampirkan inovasi lain yang tidak 
hanya berbentuk aplikasi yang memang 
digunakan oleh pengguna layanan

iii Pengelolaan Pengaduan 1 1 100,00%
12a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi 
pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menyediakan media konsultasi dan pengaduan 
baik secara offline maupun online. Secara offline, tersedia meja pengaduan di PTSP 
Hukum dan kotak pengaduan yang akan dicatat dalam buku pengaduan. Untuk 
pengaduan secara online, tersedia platform seperti SIWAS dan SP4NLAPOR! Tahun 
2025 : Banner Layanan Pengaduan Masyarakat Screenshoot Akun PT Malut Lapor.go.id 
Screenshot Siwas Tahun 2026 Banner Layanan Pengaduan Masyarakat SK SPAN 
LAPOR 2026 Screenshot SIWAS 2026 Screenshot SPAN LAPOR 2026 Evidence pada 
Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1lh5Be2chxlkXL6i2xwSY18Cx3xEZ
oGRv?usp=drive_link

12b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan 
dan konsultasi pelayanan

A 1 Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerbitkan SK mengenai Pembentukan 
Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara. Berikut teerlampir SKnya berupa : Tahun 2025 : CAPTURE APLIKASI 
SIWAS KOTAK PENGADUAN SK Hakim Pengawas SIWAS 2025 SK Penggunaan WA dan 
SMS 2025 SK Petugas Meja Pengaduan 2025 SK Petugas SPAN Lapor 2025 SK PPID 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan 2025 SK Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat 
2025 SK Tim Petugas Meja Pengaduan 2025 Tahun 2026 : SK PTSP PT Malut 2026 SK 
Tim Penanganan Pengaduan 2026 SK SPAN LAPOR 2026 SK PETUGAS DAN 
PELAKSANA PPID 2026 CAPTURE APLIKASI SIWAS KOTAK PENGADUAN Evidence pada 
Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/124yoUid6Y5iO2yHByM6NyUiihVFj
YjCL?usp=drive_link

Catatan Evaluator Badilum: folder tahun 
2026 masih kosong



12c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan 
keluhan/masukan dan konsultasi

A 1 Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah dilakukan monitoring evaluasi secara 
berkala terhadap penanganan keluhan, masukan, dan konsultasi. Serta dilakukan 
monitoring secara bulanan dan triwulan dari tahun 2025 dan 2026 di bulan Januari - 
April, berikut eviden yang dilampirkan : Tahun 2025 : Laporan Pengaduan Januari - 
Desember 2025 Laporan Pengaduan TW 1- TW 4 2025 3. Monev Pengaduan Januari - 
Desember 2025 4. Tindak Lanjut Pengaduan Januari - Desember 2025 5. SK Tim 
pemeriksa laporan pengaduan 2025 6. Capture Data Pengaduan 2025 Tahun 2026 1. 
SK Tim Penanganan Pengaduan 2026 2. Laporan Pengaduan Januari - April 2026 3. 
Laporan Pengaduan TW 1 2026 4. Monev Pengaduan Januari - Maret 2026 5. Tindak 
lanjut pengaduan Januari - Maret 2026 6. Capture Data Pengaduan 2026 Evidence 
pada Link berikut: https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1aZW-
k1FdPOsVBjbKxVFelUGWdp6LnxAe?usp=drive_link

Catatan Evaluator Badilum: data dukung 
belum sesuai dan folder tahun 2026 
masih kosong

iv Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 1 1 100,00%
12a. Telah dilakukan survey kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan

A 1 Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan telah dilakukan setiap triwulan, 
yang menghasilkan empat laporan survei setiap tahunnya. Tahun 2025 SK Tim Survey 
SKM - SPAK 2025 Publikasi Survey SKM 2025 berdasarkan Triwulan Publikasi survei di 
ptsp menampilkan 3 unsur terendah 2025 Laporan SKM TW 1-4 2025 Monev SKM TW 1-
4 2025 Tahun 2026 LAPORAN SURVEY HARIAN SI SUPER JANUARI - Maret 2026 
Laporan SKM TW 1 2026 Monev SKM TW 1 2026 Publikasi Survey TW 1 di Website 
Screenshoot Hasil SKM via Web & Sosmed Evidence pada Link berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1csfu5alSl10WPfctemwKR1bPnPC
y010X?usp=drive_link

Catatan Evaluator Badilum: data dukung 
tidak mudah ditemukan, data dukung 
tidak tersusun rapi - Lampirkan Laporan 
hasil survei kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan beserta tangkap 
layar resume hasil survei kepuasan 
masyarakat pada website resmi satuan 
kerja serta kanal/media lainnya yang 
dapat diakses secara terbuka.

12b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat 
diakses secara terbuka

A 1 Hasil survei kepuasan masyarakat telah dipublikasikan secara online dan dapat 
diakses melalui website, media sosial, serta secara offline yang ditampilkan melalui 
layar monitor di PTSP. Tahun 2025 Laporan SKM TW 1-4 2025 Publikasi Survei SKM via 
Website 2025 Publikasi SKM dan SPAK 2025 Web Publikasi Laporan SKM Tahun 2026 
Publikasi Via Website dan Medsos LAPORAN SKM PT MALUT TW 1 2026 Publikasi SPAK 
& SKM Publikasi via PTSP Evidence pada Link berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/13KFsbTnfjM9DZ4t1JuUqwpkyqffO
Kn1A?usp=drive_link

Catatan Evaluator Badilum: data dukung 
tahun 2026 masih kosong

12c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei 
kepuasan masyarakat

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan tindak lanjut dalam laporan survey 
kepuasan masyarakat yang menghasilka empat laporan setiap tahunnya, serta dalam 
meningkatkan Kompetensi Pelaksana Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga 
mengadakan bimbingan teknis berupa Bimbtek Disabilitas dan Pelayanan Prima di 
2026. Untuk itu berikut eviden di tahun : Tahun 2025 1. Laporan SKM TW 1-4 2025 2. 
Monev SKM TW 1-4 2025 Tahun 2026 1. Laporan SKM TW 1 2026 2. Monev SKM TW 1 
2026 3. Bimtek Disabilitas 4. Bimtek Standart Pelayanan Prima Evidence pada Link 
berikut: https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1b_3eTgkqFrtkt20v-
V9tvbc7XCGuNoAx?usp=drive_link

Catatan Evaluator Badilum: data dukung 
tahun 2026 masih kosong Kompetensi 
Pelaksana selalu menjadi salah satu nilai 
3 terendah di setiap triwulan, sehingga 
dapat diasumsikan indikator kompetensi 
pelaksana tidak ditindaklanjuti dengan 
sungguh-sungguh.

v Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 1 100,00%
12a. Telah menerapkan teknologi informasi 
dalam memberikan pelayanan

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerapkan penggunaan teknologi informasi 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui aplikasi E-Difa dan melalui 
media sosial Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Serta Ketua Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara Memberlakukan SK Inovasi Aplikasi dan Pengelola Aplikasi di tahun 2026. Untuk 
itu untuk eviden yang dilampirkan berupa : Tahun 2025 1.Capture Aplikasi PTSP 
2.Capture Aplikasi SIWAS 3.Capture SIPP 4.Capture Youtube 5.Capture Website 
Tahun 2026 1.Capture Aplikasi Simetri 2.Capture Aplikasi SIWAS 3.Capture SIPP 
4.Capture Youtube 5.Capture Website 6.SK PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM 
INFORMASI LAYANAN DIFABEL E-DIFA 2026 7.SK Tim Pengelola Aplikasi E-Difa 2026 
8.Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan Evidence pada Link 
berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1RBD5sPYaryeRCFin_HEjBJbzX-
nB8Nzz?usp=drive_link

Catatan Evaluator Badilum: SK tentang 
Pemberlakuan Inovasi Aplikasi dan 
Layanan Masyarakat yang dicantumkan 
pada kolom keterangan tidak ada dalam 
google drive.

12b. Telah membangun database pelayanan yang 
terintegrasi

YA 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerapkan Inovasi terintegrasi data berbasis 
satu database. Berikut untuk aplikasi yang dilampirkan : Tahun 2025 SK Pemberlakuan 
Inovasi 2024 - 2025 Data E-Berpadu Data EIS Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan 
Tinggi Data Perkara SIPP Proses Verifikasi Data E-Court Tahun 2026 SK Pemberlakuan 
Inovasi 2026 ada Data E-Berpadu Data EIS Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan 
Tinggi ada Data Perkara SIPP adad Proses Verifikasi Data E-Court ada 
PEMBERLAKUAN APLIKASI SIMETRI SK PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI 
SISTEM MANAJEMEN ELEKTRONIK TERINTEGRASI (SIMETRI) Evidence pada Link 
berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1F30sQLvGqRkUeWmONmyUcFW
lQRO0hUtI?usp=drive_link

Catatan Evaluator Badilum: Data dukung 
tidak sesuai dengan penjelasan pada 
kolom keterangan. - Lampirkan SK 
pemberlakuan sistem terpusat sehingga 
database terintegrasi secara nasional 
(misalnya SK Penyelenggaran SIPP dan 
SK Penanganan Pengaduan melalui 
SIWAS);

12c. Telah dilakukan perbaikan secara terus 
menerus

A 1 Pengembangan dan Perbaikan dilakukan berdasarkan roadmap dimana ada 
penambahan beberapa fitur seperti bahasa, statistik, dan tampilan oleh Tim Kajian 
Pengembang Aplikasi. Tahun 2025 1.Tampilan Aplikasi Website 2025 2.Foto 
Pengarahan Tim Medsos 2025 3.Laporan Penggunaan Teknologi Informasi 2025 Tahun 
2026 1.Roadmap Pengembangan dan Perbaikan Aplikasi 2026 2. Screenshot 
Penambahan Bahasa Website 2026 3. Screenshot Penambahan Fitur Statistik Website 
2026 4. Screenshot Perubahan Tampilan Website 2026 5. Monev dan Tindak Lanjut 
Penggunaan Teknologi Informasi 2026 Evidence pada Link berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1hnAxdVyLmV9dioPUa72gO0h6_rz
8wh9F?usp=drive_link

Catatan Evaluator Badilum: Data dukung 
tidak sesuai dengan penjelasan pada 
kolom keterangan. - Lampirkan Dokumen 
laporan hasil monitoring dan evaluasi 
terkait penggunaan teknologi informasi 
dalam pemberian pelayanan beserta 
tindaklanjutnya.

II. 30 29,45 98,17%
01.00 4 4 100,00%

i Komitmen dalam perubahan 2 2 100,00%
a. Agen perubahan telah membuat perubahan 
yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)

- Isi Jumlah Agen Perubahan
- Isi Jumlah Perubahan yang dibuat

I 1 Agen Perubahn periode Maret 2025 s/d Februari 2026 telah membuat perubahan yang 
konkret yaitu 1. Ruang Belajar Teknologi Informasi bagi PPPK dan CPNS Pengadilan 
Tinggi Maluku Utara Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1Z6cF-
h3z2g_JZhvUi7HlvhCCIOfQu65q?usp=drive_link

Agar dilampirkan juga Agen Perubahan 
untuk periode tahun 2026 Catatan 
Badilum: - Pastikan tidak kesalahan 
penulisan, dalam Surat Udangan tertulis 
hari/tanggal kegiatan Selasa, 28 April 
2025 sedangkan dalam notulen Rabu, 28 
April 2026

REFORM (30)
Manajemen Perubahan



b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah 
terintegrasi dalam sistem manajemen

I 1 Inovasi/Perubahan yang dibuat oleh agen perubahan Pengadilan Tinggi Maluku Utara 
telah terintegrasi dalam sistem manajemen berdasarkan hasil laporan pelaksanaan 
agen perubahan. Eviden: 
https://drive.google.com/drive/folders/17UDfmdadNBHE6uXmWZOIvDmmJMdaFcHX
?usp=drive_link

Agar dilampirkan juga Agen Perubahan 
untuk periode tahun 2026 Catatan 
Badilum: - Dokumen yang dilampirkan 
belum menjelaskan tentang Monitoring 
atas Pelaksanaan Rencana Aksi Agen 
Perubahan yang telah terintegrasi dalam 
sistem manajemen. Contoh Format: 
https://drive.google.com/file/d/1QH0pZx
94q9bIQ1_O4gF2ppyNpVz6WNwN/view?
usp=sharing - Lampirkan Surat Keputusan 
Pejabat Berwenang terkait Penerapan 
atas Inovasi Agen Perubahan

ii Komitmen Pimpinan 1 1 100,00%
a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap 
pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya 
target capaian reformasi yang jelas di dokumen 
perencanaan

A 1 Pimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkomitmen terhadap pelaksanaan 
reformasi birokrasi di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan capaian target 
Pembangunan Zona Integritas pada dokumen perencanaan lebih dari 90% Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/1SMlnZkWMbHUEgBANx8eUM58UZ6ViVNdn?u
sp=drive_link

iii Membangun Budaya Kerja 1 1 100,00%
a. Instansi membangun budaya kerja positif dan 
menerapkan nilai-nilai organisasi dalam 
pelaksanaan tugas sehari-hari

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam membangun budaya kerja positif dalam 
pelaksanaan tugas sehari-hari menerapkan core value ASN BerAKHLAK, dan terus 
melaksanakan pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Pengadilan 
Tinggi Maluku Utara diantaranya dengan menerapakan Jam Kerja, Pakaian Dinas, 
Rekap Absen Pegawai, Pemberian Reward dan Punishment serta melakukan 
Sosialisasi Restorative Justice, Pelayanan Prima, Pengendalian Gratifikasi, 
Whistleblowing System, Perma 6, 7, dan 8 Tahun 2016, Perubahan Pola Pikir dan 
Budaya Kerja, Core Value ASN, pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Eviden : 
https://drive.google.com/drive/folders/1XG1KL1HokFmfi8kA9t6uXxf9jdz09qqT?usp=d
rive_link

Catatan Badilum: -Lampirkan Dokumen 
Kegiatan/Sosialisasi pembangunan 
budaya kerja positif dan penerapan nilai-
nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas 
sehari-hari (Surat Undangan, Daftar 
Hadir, Notula dan Foto Kegiatan)

02.00 3,5 3 85,71%
i Peta Proses Bisnis Mempengaruhi 

Penyederhanaan Jabatan
0,5 0,5 100,00%

a. Telah disusun peta proses bisnis dengan 
adanya penyederhanaan jabatan

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melaksanakan kebijakan penyederhanaan 
jabatan tata laksana secara menyeluruh dengan mengalihkan beberapa jabatan 
struktural menjadi jabatan fungsional guna menciptakan birokrasi yang lebih ramping 
dan efisien. Eviden Dokumen : 1. Before dan After Peta Proses Bisnis 2. Peta Proses 
Bisnis Instansi Berikut evidennya : 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZFNAMy0guKFi-
Ed9YsQSqmHKkUHOLOSk?usp=sharing

ii Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
yang Terintegrasi

1 1 100,00%

a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan 
mampu mendorong pelaksanaan pelayanan 
publik yang lebih cepat dan efisien

A 1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pengadilan Tinggi Maluku Utara 
telah diimplementasikan secara terintegrasi penuh melalui pemanfaatan aplikasi inti 
Mahkamah Agung RI. Sistem-sistem ini terbukti mampu mendorong pelaksanaan 
pelayanan publik dan administrasi peradilan menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan 
efisien. 1. Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerapkan aplikasi e-Court secara 
optimal untuk memangkas birokrasi persidangan. Seluruh ekosistem peradilan mulai 
dari pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran biaya panjar secara digital (e-
Payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (e-Summons), hingga 
pelaksanaan persidangan online (e-Litigation) telah terintegrasi dalam satu pintu 
melalui portal resmi ecourt.mahkamahagung.go.id. 2. Untuk mempercepat koordinasi 
antar-aparat penegak hukum, aplikasi e-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) 
telah diimplementasikan secara aktif. Berdasarkan data monitoring, sistem ini 
mengintegrasikan layanan administrasi perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan 
Tinggi Maluku Utara yang mencakup 6 Pengadilan Negeri di bawahnya. Hal ini 
memastikan transparansi statistik fitur dan jumlah layanan per badan peradilan dapat 
dipantau secara real-time. 3. Transparansi dan Penelusuran Perkara Tingkat Banding 
(SIPP Banding v5.0.0): Penyelenggaraan administrasi dan penyajian informasi perkara 
tingkat banding dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara) Banding. Melalui dasbor sipp-banding.mahkamahagung.go.id, 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara mampu mengelola, memperbarui, dan menampilkan 
data kinerja penanganan perkara, mulai dari statistik jumlah perkara hingga statistik 
umur perkara secara akurat dan terbuka untuk publik. Eviden Dokumen : 1. 
Screenshot Aplikasi SPBE Terintegrasi 2. Capture Aplikasi Bidang Pelayanan Publik 3. 
Daftar Rekapitulasi Aplikasi Pelayanan Publik Berikut evidennya : 
https://drive.google.com/drive/folders/107K4NCxzcKxdGNMmOLOtzIG4F8NkGSkc?u
sp=sharing

Catatan Badilum: - Tambahkan Daftar 
(Rekapitulasi) Aplikasi yang telah 
berjalan terkait dengan pelayanan publik 
yang lebih cepat dan efisien seperti 
SIWAS, Eraterang, ataupun aplikasi 
inovasi pelayanan publik beserta tangkap 
layar dashboard aplikasi tersebut.

b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan 
mampu mendorong pelaksanaan pelayanan 
internal organisasi yang lebih cepat dan efisien

A 1 Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara telah terbukti secara nyata mampu mendorong pelaksanaan pelayanan 
publik menjadi jauh lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan efisien bagi seluruh 
masyarakat pencari keadilan serta instansi penegak hukum terkait. Eviden Dokumen : 
1. Tangkapan Layar Aplikasi SPBE Terintegrasi 2. Tangkapan Layar Aplikasi Bidang 
Administasi Pemerintahan 3. Daftar Rekapitulasi Aplikasi Bidang Administrasin 
Pemerintahan.pdf Berikut evidennya : 
https://drive.google.com/drive/folders/107K4NCxzcKxdGNMmOLOtzIG4F8NkGSkc?u
sp=sharing

Catatan Badilum: - Tambahkan Daftar 
(Rekapitulasi) Aplikasi yang telah 
berjalan terkait dengan pelayanan 
internal organisasi yang lebih cepat dan 
efisien seperti SIKEP, SIWAS, e BIMA, 
Komdanas, E SADEWA, ataupun aplikasi 
inovasi pelayanan internal organisasi 
beserta tangkap layar dashboard aplikasi 
tersebut.

Penataan Tatalaksana



iii Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2 1,5 75,00%
a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis 
utama telah mampu memberikan nilai manfaat 
bagi unit kerja secara optimal

B 0,75 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berhasil melaksanakan transformasi digital pada 
bidang proses bisnis utama (core business) secara optimal. Implementasi arsitektur 
teknologi informasi ini menjadi pilar inti yang menyokong penuh fungsi yustisial dan 
administratif institusi. Transformasi ini mencakup pengelolaan perkara tingkat 
banding, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yustisial, perencanaan keuangan 
makro, pembinaan administrasi teknis, hingga koordinasi data nasional dengan 
Mahkamah Agung RI. Keberhasilan optimalisasi ini dibuktikan dengan seluruh 
instrumen aplikasi yang kini berada dalam status Aktif dan Efektif. Penerapan nyata 
dari transformasi digital ini dikelompokkan ke dalam beberapa klaster strategis: 1. 
Optimalisasi Manajemen Peradilan dan Penanganan Perkara BandingSebagai 
lembaga peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Maluku Utara memanfaatkan 
teknologi digital untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan cepat, 
transparan, dan akurat:SIPP Banding (Sistem Informasi Penelusuran Perkara): 
Diterapkan secara penuh untuk pengelolaan administrasi yustisial, pencatatan data 
registrasi, penelusuran jalannya persidangan, serta penyajian statistik perkara pada 
tingkat banding. SIPAPU Badilum (Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan 
Umum): Membantu institusi dalam melakukan pembinaan administrasi, pengumpulan 
statistik data perkara baik tingkat pertama maupun banding, monitoring kepatuhan 
terhadap SIPP, hingga penyusunan laporan tahunan secara sistematis. EIS Badilum 
(Evaluasi Implementasi SIPP): Berjalan otomatis sebagai alat penilaian mandiri 
(assessment tool) untuk mengukur kepatuhan, kecepatan, dan akurasi penginputan 
data perkara lokal di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. 2. Efisiensi Tata Kelola Meja 
Depan dan Komunikasi InternalPola kerja internal pada unit kerja kini menjadi lebih 
dinamis dan terpantau dengan baik:PTSP+/SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik 
Terintegrasi): Memberikan nilai manfaat tinggi dalam mengoptimalkan pencatatan 
surat masuk dan surat keluar secara online, pelacakan (tracking) dokumen, tata 
kelola meja depan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta menyajikan visualisasi 
grafik operasional harian kantor demi memudahkan pengambilan keputusan 
pimpinan. 3. Ketertiban Manajemen SDM Yustisial dan Koordinasi 
NasionalPengelolaan data aparatur peradilan kini terintegrasi secara nasional untuk 
mendukung transparansi organisasi:SIKEP MA-RI (Sistem Informasi Kepegawaian): 

Catatan Badilum: - Lampirkan Daftar 
(Rekapitulasi) Aplikasi yang telah 
berjalan terkait dengan bidang proses 
bisnis utama seperti SIPP, MIS, PTSP+, 
Komdanas, ataupun aplikasi inovasi 
pelayanan publik satker beserta tangkap 
layar dashboard aplikasi tersebut; - 
Laporan Monitoring dan Evaluasi 
implementasi aplikasi-aplikasi tersebut 
diatas; - Laporan Dokumen Bukti Tindak 
Lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi 
implementasi aplikasi tersebut.

b. Transformasi digital pada bidang administrasi 
pemerintahan telah mampu memberikan nilai 
manfaat bagi unit kerja secara optimal

B 0,75 Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola 
internal organisasi yang bersih, modern, dan akuntabel. Penerapan berbagai aplikasi 
pusat di Pengadilan Tinggi Maluku Utara kini telah menjadi pilar utama dalam 
mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, di mana seluruh sistem tersebut 
berada dalam status Aktif / Efektif. Berikut adalah penerapan nyata dari ekosistem 
digital tersebut di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara:Pengelolaan Keuangan 
Negara yang Terpadu dan Transparan: Melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi 
Keuangan Tingkat Instansi), Pengadilan Tinggi Maluku Utara melaksanakan 
pengelolaan keuangan negara secara terintegrasi, mulai dari tahap penganggaran, 
pelaksanaan, akuntansi, hingga penyusunan laporan finansial satuan kerja. Proses ini 
didukung oleh KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional) yang berfungsi untuk 
mengonsolidasikan dan melaporkan realisasi penyerapan anggaran serta data 
finansial berkala secara langsung ke tingkat pusat. Ketertiban Administrasi 
Kepegawaian: Dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), institusi ini 
menerapkan SIKEP MA (Sistem Informasi Kepegawaian) sebagai pusat tata kelola 
administrasi kepegawaian. Aplikasi ini digunakan secara efektif untuk mencatat data 
riwayat hidup, pangkat, jabatan, serta melakukan monitoring profil seluruh personil 
peradilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Selain itu, kondisi personil secara berkala 
juga dilaporkan ke tingkat pusat melalui sistem KOMDANAS. Manajemen Aset dan 
Barang Milik Negara (BMN) yang Akuntabel: Pengadilan Tinggi Maluku Utara 
memastikan aset negara dikelola dengan presisi menggunakan teknologi digital. 
Aplikasi e-SADEWA (Strategic Asset and Document Management System) diterapkan 
untuk pemantauan, perencanaan, pengadaan, dan inventarisasi aset BMN khusus di 
lingkungan peradilan. Sementara itu, koordinasi, pengawasan, pemanfaatan, hingga 
pemindahtanganan aset negara diproses melalui SIMAN (Sistem Informasi 
Manajemen Aset Negara) yang terintegrasi langsung dengan DJKN. Penjaminan Mutu 
dan Evaluasi Kinerja: Untuk menjaga kualitas standar pelayanan, Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara menerapkan SIMETRI Badilum (Sistem Informasi Mutu Terintegrasi). 
Aplikasi ini menjadi sarana bagi institusi dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan 
penilaian mandiri (self-assessment) tserta kinerja administrasi peradilan umum. 
Dengan berjalannya seluruh aplikasi ini secara aktif dan efektif, Pengadilan Tinggi 

Catatan Badilum: - Lampirkan Daftar 
(Rekapitulasi) Aplikasi yang telah 
berjalan terkait dengan bidang 
administrasi pemerintahan seperti SIKEP, 
Komdanas, e BIMA, e SADEWA ataupun 
aplikasi inovasi satker bidang 
administrasi pemerintahan beserta 
tangkap layar dashboard aplikasi 
tersebut; - Laporan Monitoring dan 
Evaluasi implementasi aplikasi tersebut, - 
Laporan Tindak Lanjut hasil Monitoring 
dan Evaluasi implementasi aplikasi 
tersebut.

Transformasi digital pada bidang pelayanan 
publik telah mampu memberikan nilai manfaat 
bagi unit kerja secara optimal

B 0,75 Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara konsisten terus menunjukkan komitmennya 
dalam menghadirkan tata kelola peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel 
melalui transformasi digital. Implementasi sistem informasi interaktif ini kini telah 
menjadi garda terdepan dalam menyentuh langsung masyarakat pencari keadilan, 
akademisi, instansi penegak hukum lain, maupun publik pengakses informasi di 
wilayah Maluku Utara. Penerapan aplikasi pelayanan publik ini terbagi ke dalam 
beberapa fokus utama yang berjalan secara beriringan:1. Modernisasi Layanan 
Perkara dan Keterbukaan Informasi PublikPenerapan digitalisasi di Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara memberikan dampak besar pada kemudahan akses layanan hukum dan 
keterbukaan informasi bagi masyarakat:Website Resmi PT Malut: Diterapkan secara 
efektif sebagai media resmi keterbukaan informasi publik, yang menyajikan secara 
transparan pengumuman anggaran, laporan tahunan, serta pembaruan berita 
kedinasan yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. E-Court: Diberlakukan 
untuk memfasilitasi pendaftaran perkara perdata secara online, pelaksanaan 
pembayaran elektronik, hingga proses pemanggilan persidangan elektronik. Hal ini 
memangkas jarak geografis Maluku Utara yang berpulau-pulau, sehingga masyarakat 
dapat beracara dengan lebih hemat waktu dan biaya. Media Sosial Resmi (Instagram, 
Facebook, TikTok, YouTube): Hadir sebagai kanal edukasi hukum yang interaktif, 
wadah diseminasi kegiatan dinas, serta sarana komunikasi multimedia yang inklusif 
untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat. 2. Penguatan Sinergi Lintas Instansi dan 
Manajemen InternalSelain berorientasi pada layanan luar, pengadilan juga 
mengoptimalkan kinerja internal dan kolaborasi penegakan hukum:E-Berpadu: 
Menjadi instrumen utama dalam memperkuat sinergi penegakan hukum di Maluku 
Utara melalui digitalisasi administrasi berkas perkara pidana yang terintegrasi penuh 
antar Aparat Penegak Hukum terkait. PTSP+ (PTSP Elektronik): Penerapan aplikasi 
internal ini berhasil mengoptimalkan sistem pencatatan surat masuk dan keluar, 
sekaligus mendigitalisasi meja depan pengadilan agar pelayanan administrasi 
menjadi lebih cepat dan rapi. SIWAS (Sistem Pengawasan): Sebagai bentuk komitmen 
menjaga kebersihan institusi, aplikasi ini diterapkan sebagai wadah pengaduan online 
bagi masyarakat apabila menemukan indikasi pelanggaran kode etik oleh aparat 
peradilan. Melalui seluruh rangkaian inovasi tersebut—yang seluruhnya kini 

Catatan Badilum: - Lampirkan Daftar 
(Rekapitulasi) Aplikasi yang telah 
berjalan terkait dengan bidang pelayanan 
publik seperti SIWAS, PTSP Online 
ataupun aplikasi inovasi satker pelayanan 
publik beserta tangkap layar dashboard 
aplikasi tersebut; - Laporan Monitoring 
dan Evaluasi implementasi aplikasi 
tersebut; - Laporan Tindak Lanjut hasil 
Monitoring dan Evaluasi implementasi 
aplikasi tersebut.

03.00 5 5 100,00%
i Kinerja Individu 1,5 1,5 100,00%

a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil 
(outcome) sesuai pada levelnya

A 1 Seluruh Hakim dan ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menyusun 
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang berorientasi pada hasil (outcome atau output 
strategis) sesuai dengan level jabatannya masing-masing. Penetapan indikator ini 
secara konsisten mengacu pada metode kaskading untuk mendukung capaian target 
organisasi, yang pembuktian validitas serta realisasinya terdokumentasi secara digital 
melalui hasil Evaluasi Kinerja Pegawai pada aplikasi e-Kinerja BKN. Terlampir 
Dokumen Perjanjian Kinerja, SKP, PKP, Pohon kinerja. Berikut link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1-
xCb3i3aL4xnsiYw139ITnLAy5aePGg8?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Tambahkan Dokumen 
Sasaran Kinerja Pegawai dari Pimpinan 
dan seluruh aparatur tahun 2026.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur



ii Assessment Pegawai 1,5 1,5 100,00%
a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan 
untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai

A 1 Setiap kebijakan mutasi, promosi, dan usulan kenaikan pangkat bagi Hakim maupun 
ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara beserta Pengadilan Negeri di 
bawahnya, murni didasarkan pada hasil assessment kompetensi oleh Tim Baperjakat. 
Proses ini memastikan pengembangan karier aparatur berjalan transparan dan 
berbasis meritokrasi. Terlampir Dokumen Promosi Mutasi Pegawai di lingkungan 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara Berikut Link Evidence: 
https://drive.google.com/drive/folders/1t4NjnEV-eq85f-
jHFgssKriwhGvyuaFf?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
Pelaksanaan Baperjakat tahun 2025 dan 
2026; - Lampirkan Dokumen Notula 
Rapat Pimpinan atau sejenisnya terkait 
hasil assessment telah dijadikan 
pertimbangan untuk mutasi dan 
pengembangan karir pegawai tahun 2025 
dan 2026.

iii Pelanggaran Disiplin Pegawai 2 2 100,00%
a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai I 1 Tingkat pelanggaran disiplin pegawai di Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara 

konsisten terjaga di angka nol (0) kasus, baik pada tahun-tahun sebelumnya maupun 
pada tahun berjalan, sehingga tidak terdapat tren penurunan karena zero case telah 
tercapai. Terkait adanya Hakim yang menjalani sanksi disiplin (Hakim Non-Palu) 
berdasarkan keputusan dari satuan kerja asal terdahulu, Pengadilan Tinggi Maluku 
Utara secara aktif dan berkala melakukan fungsi pengawasan melekat serta 
pembinaan mental/integritas guna pemulihan profesionalisme yang bersangkutan. 
https://drive.google.com/drive/folders/1qrwxEmd5NdsVUopQXwOzb0N6t-
EFzn4R?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Laporan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
penegakan disiplin pegawai Tahun 2026 - 
Lampirkan Analisa perbandingan 
pelanggaran disiplin pegawai sebelum 
dan sesudah dilakukan pembangunan 
zona integritas Tahun 2026

04.00 5 5 100,00%
i Meningkatnya capaian kinerja unit kerja 2 2 100,00%

a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% 
atau lebih

I 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berhasil melaksanakan misi yang diemban 
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan 
tersebut diukur melalui pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah 
ditetapkan. Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Maluku Utara menetapkan 3 (tiga) 
sasaran strategis yang diukur melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil 
pengukuran kinerja tahun 2025, seluruh sasaran strategis tersebut telah terlaksana 
dengan baik, yang ditunjukkan dengan capaian kinerja sebesar 106%. Selanjutnya, 
pada tahun 2026 telah dilakukan pengukuran kinerja Triwulan I dengan capaian kinerja 
sebesar 112%, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan tahun 
sebelumnya. Eviden tahun 2025: 1. Pengukuran kinerja triwulan I, II, III, dan IV tahun 
2025, 2. Dokumen LKjIP tahun 2024. Eviden tahun 2026: 1. Pengukuran kinerja 
triwulan I tahun 2026, 2. Dokumen LKjIP tahun 2025. Eviden pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1crbK4oCzKJ6oasF7H3aLyvx-
XnQ_gWkC?usp=drive_link

agar data dukung yang tidak berkaitan 
dapat dihapus dari link google drive

ii Pemberian Reward and Punishment 1,5 1,5 100,00%
a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja 
telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward 
and punishment bagi organisasi

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tahun 2025 menerima penghargaan dari Dirjen 
Badilum yaitu AMPUH dengan predikat UNGGUL dan Role Model Sekretaris Terbaik Ibu 
Fatima Albaar, S.Ag., M.H. Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga mendapatkan 
Penghargaan Peringkat I Untuk Kategori Transaksi BMN di bawah 21 Satuan Kerja 
Tahun 2025 dari Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI, serta mendapatkan Piagam 
Penghargaan Terbaik I Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun Anggaran 2025 dari 
Kantor Wilayah DJPB Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2025 tidak ada punishment, 
dan untuk tahun 2026 belum ada penghargaan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara dan tidak ada punishment. Eviden pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1gJn83PpAJnUT9Xx2f3q2VKIFhT-
sNzp7?usp=drive_link

Sudah memadai, dikarenakan sudah 
sesuai dengan bukti data dukung yang 
dilampirkan

iii Kerangka Logis Kinerja 1,5 1,5 100,00%
a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja 
((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada 
kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam 
penentuan kinerja seluruh pegawai?

A 1 Terdapat kerangka logis kinerja dan pohon kinerja yang selaras dengan SKP pegawai. 
SKP disusun berurutan dari mulai Ketua, Hakim sampai pada level staf. Dimana dalam 
penyusunan SKP ini semua pegawai mengacu pada SKP atasannya masing - masing 
sehingga terbentuk penjenjangan kinerja. Eviden tahun 2025: 1. SKP tahun 2025, 2. 
Perjanjian Kinerja tahun 2025, 3. Reviu Perjanjian Kinerja tahun 2025, 4. Pohon Kinerja 
tahun 2025. Eviden tahun 2026: 1. Pohon Kinerja tahun 2026, 2. Perjanjian Kinerja 
tahun 2026, 3. Reviu Perjanjian Kinerja tahun 2026 Evidennya pada link berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1AxOcAu6D1VHzaLjTm6oZYqqAcI6FdAYS?usp
=drive_link

Catatan Evaluator Badilum: agar data 
dukung selain : Pohon Kinerja dan 
Perjanjian Kinerja , dapat dihapus dari 
google drive, dan agar melampirkan: 
Sasaran Kinerja Pegawai Pimpinan dan 
seluruh aparatur.

05.00 7,5 7,45 99,33%
i Mekanisme Pengendalian 2,5 2,5 100,00%

a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian 
aktivitas secara berjenjang

A 1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan pengendalian aktivitas utama 
organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, 
monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja 
dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanisme kerja baru yang lebih efektif, 
efisien, dan terkendali. dengan demikian dapat dilampirkan 1. LHP Pengawas Bidang 
dan tindak lanjutnya, 2. Rapat Berjenjang 3. Notulen Sosialisasi Manajemen Resiko. 4. 
IKU, 5. SOP Penanganan Perkara, 6. Tangkap Layar Aplikasi SIPP, 7. Dokumen 
Manajamen Resiko. Berikut Link Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gsx48CsNJrd8ZsHge4N8TjSRH4L_eX_7?usp=
drive_link

Catatan Evaluator Badilum: tidak sinkron 
antara penjelasan pada kolom 
keterangan dan data dukung yang 
diunggah dalam google drive. agar 
melampirkan juga: IKU, SOP Penanganan 
Perkara, SOP Pengawasan 
(Hawasbid/Hatiwasda), tangkap Layar 
Aplikasi SIPP, MIS dan dokumen 
Manajemen Risiko.

ii Penanganan Pengaduan Masyarakat 3 3 100,00%
a. Persentase penanganan pengaduan 
masyarakat

I 1 Setiap Laporan pengaduan yang masuk di Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui 
aplikasi SIWAS telah ditindaklanjuti Berikut Link Evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1JROA7wqD3h51qyTwjM_3iqaRylLwtCe_?usp=
drive_link

iii Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 2 1,95 97,50%

Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Pengawasan



Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat 
Negara (LHKPN)

I 1 Seluruh Penyelenggara Negara pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan 
Pelaporan Harta Kekayaan dimana terdiri dari 21 orang wajib lapor dan semua telah 
melaksanakan pelaporan. Berikut link evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ddbFFH59YUgIebkvfXw95ieWCnmCunea?us
p=drive_link

Catatan Evaluator Badilum: agar 
ditambahkan Bukti Lapor Pak KPT 
Suwono, agar ditambahkan data 
berbentuk tabel berisi nama dan jabatan, 
sehingga memudahkan Evaluator 
Badilum/TPI untuk membandingkan 
dengan data SIKEP dan data yang wajib 
lapor LHKPN beberapa data belum 
diupdate. Catatan Badilum: -Surat 
ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah 
Agung RI (sesuai dengan Lampiran SE 
MEN PANRB No 02 Tahun 2023); -Urutkan 
Bukti Lapor LHKPN sesuai dengan Daftar 
Nama Pelaporan agar mempermudah 
proses pencarian dokumen; -Update 
Daftar Nama Lapor LHKPN sesuai jumlah 
pada Rekapitulasi Penyampaian LHKPN 
sebanyak 21 Nama Pelapor

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur 
Sipil Negara (LHKASN)

I 0,95 Para Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan 
pelaporan harta kekayaan terdiri dari 35 orang wajib lapor dan semua telah 
melaksanakan pelaporan. Berikut link evidennya: 
https://drive.google.com/drive/folders/1umSKP4DVBDzA9YKZ3upxS-1Qwm4F-
cvW?usp=drive_link

06.00 5 5 100,00%
i Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2,5 2,5 100,00%

a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong 
perbaikan pelayanan publik pada:

1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

b. Upaya dan/atau inovasi pada 
perijinan/pelayanan telah dipermudah:

1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4 Terintegrasi dengan aplikasi

ii Penanganan Pengaduan Pelayanan dan 
Konsultasi

2,5 2,5 100,00%

Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan 
melalui berbagai kanal/media secara responsive 
dan bertanggung jawab

A 1 Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai 
kanal/media. 2025 SOP Penanganan Pengaduan SK Tim Pengelola Email PT Malut 
Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal SK Tim 
Penanganan Pengaduan Masyarakat SK Tim Pengelola Email PT Malut SK Tim 
Pengelola Media Sosial Screenshoot Via IG 2026 LAPORAN PENGADUAN TW 1 2026 
Screenshoot Via IG 2026 Screenshoot Via WA 2026 2 Screenshoot Via WA 2026 SK 
Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan SK Tim Pengelola email Evidence pada Link 
Berikut: https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1ERYXPI9rL-
cMb9sCXivgcsXbm7NKSqgQ?usp=drive_link

agar komentar pada google review, 
website, dan sosial media lainnya dibalas 
Catatan Badilum: - Lampirkan Tangkap 
layar penyelesaian pengaduan pelayanan 
dan/atau konsultasi masyarakat baik 
melalui website resmi satuan kerja, 
ulasan google (google review), atau 
kanal/media lainnya; • Lampirkan 
Dokumen Surat Keputusan Pejabat 
Berwenang terkait penunjukan tim 
penyelesaian pengaduan pelayanan 
dan/atau konsultasi masyarakat.

60 29,16 97,20%

B. 40 38,53 96,33%
01.00 20 21,25 94,44%

17,5 4 17,5 100,00% Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara selama periode pekan Penilaian ZI diperoleh informasi bahwa 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara memiliki Indeks Persepsi Korupsi dengan jumlah 4.00 
Evidence pada Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1lgA99HEaCFtGYe9OYeNV-
MNpRkrmPHNV?usp=drive_link

Seharusnya di isi hasil pekan survei 
tanggal 6 sampai 24 April 2026

TOTAL PENGUNGKIT

HASIL (40)
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)

100 1 PengadilanTinggi Maluku Utara telah mengembangkan inovasi untuk mempermudah 
pelayanan yang lebih cepat dan terintegrasi dengan berbagai aplikasi. 2025 Buku 
Register Advokat 1-3 Evident Pelayanan 2025 Laporan Tahunan Pelayanan Informasi 
2025 2026 Dokumentasi verifikasi pengguna terdaftar e court tahun 2026 Dokumen 
Rekapitulasi Pendaftaran E-Difabel Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2026 SK 
PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI LAYANAN DIFABEL E-DIFA SK Tim 
Pengelola Aplikasi E-Difa Evidence pada Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1RDg1UiwaiGo6R7yo6wo4FSLezS
wspLRu?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Lampirkan Dokumen 
surat keputusan pejabat berwenang 
terkait penerapan inovasi yang 
mempercepat dan/atau mempermudah 
Layanan; - Lampirkan Dokumen 
rekapitulasi/jumlah layanan yang ada; - 
Lampirkan Dokumen rekapitulasi/jumlah 
Layanan yang dipercepat dan/atau 
dipermudah.

1 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan upaya perbaikan pelayanan publik, 
yang semula masih bersifat konvensional, menjadi berbasis digital dengan 
menciptakan berbagai inovasi aplikasi dan Inovasi yang diterapkan dapat mendorong 
peningkatan kinerja guna mendorong perbaikan pelayanan publik secara prima. 2025 
Monev Sosialisasi Advokat Laporan Inovasi SIWAS Capture Aplikasi SIWAS Ruang 
Tamu Rerbuka Standar Pelayanan PT Malut Upaya danatau inovasi telah mendorong 
perbaikan pelayanan publik web pengadilan 2026 Statistik, Monev dan Tindak Lanjut 
Inovasi SIWAS Dokumentasi verifikasi pengguna terdaftar e court tahun 2026 
Screenshot Penambahan Bahasa Screenshot Penambahan Fitur Statistik Website 
Screenshot Perubahan Tampilan Website Evidence pada Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1RDg1UiwaiGo6R7yo6wo4FSLezS
wspLRu?usp=drive_link

Catatan Badilum: - Buatkan 
grafik/statistik jumlah pengguna inovasi 
dan perubahan waktu layanan - 
Lampirkan dokumen laporan monitoring 
dan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil 
monitoring dan evaluasi atas 
pelaksanaan pelayanan publik (laporan 
tindak lanjut hasil monev, surat undangan 
rapat monev pelayanan publik, daftar 
hadir, notula dan foto kegiatan);

A

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



5 3,75 3,75 75,00% Perbandingan realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Tinggi 
Maluku Utara selama periode tahun 2025 tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih 
baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya, berikut kami lampirkan laporan 
LKJIP Tahun 2025. Evidence pada Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/131ryqk6F6MlngjmOIK3hiajdEPkfZ
pdq?usp=drive_link

- Tambahkan dokumen analisa bahwa 
Capaian Kinerja tahun sebelumnya tidak 
bisa dibandingkan karena adanya 
perubahan IKU tahun 2024 dan tahun 
2025 dan tambahkan dokumen capaian 
kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja 
unit yang sejenis

2. 20 17,28 98,74%
17,5 3,95 17,28 98,75% Dari hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan yang telah dilakukan oleh Pengadilan 

Tinggi Maluku Utara selama periode pekan Penilaian ZI diperoleh informasi bahwa 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara memiliki Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dengan 
jumlah 3.95 Evidence pada Link Berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1F4l1q2wWH3Ihop3wTPBigvBR1qxI89cz?usp=
drive_link

40 38,53 96,33%

100 97,14 97,14%

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei 
Eksternal)

TOTAL HASIL

Nilai Pembangunan ZI

b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian 
Kinerja Sebelumnya


